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ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE
STUDI PADA DESA KUTOARJO

Oleh:

ANISSA NUR ANFAL
NPM: 2203020004

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu instrument penting dalam
mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam
pelaksanaannya, pemerintah desa dituntut menerapkan prinsip good governance
agar pengelolaan dana desa berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Desa
Kutoarjo sebagai salah satu penerima dana desa setiap tahunnya memiliki
tanggung jawab besar dalam memastikan dana desa dikelola secara tepat sasaran
dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam
pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif good governance di Desa Kutoarjo,
Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan
melalui wawancara dengan aparatur desa, BPD, dan masyarakat serta didukung
dokumentasi terkait pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kutoarjo telah
melaksanakan pengelolaan dana desa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip
transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran, akuntabilitas
melalui sistem pelaporan keuangan yang terstruktur, serta partisipasi masyarakat
dalam musyawarah desa. Meskipun demikian, seluruh aspirasi warga belum dapat
direalisasian karena kebijakan prioritas dari pemerintah pusat.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Good Governance, Peran Pemerintah Desa
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan pemerintahan di tingkat desa memiliki posisi yang penting
dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sebagai unit pemerintahan yang
bersentuhan langsung dengan masyarakat, desa memegang peranan dalam
mengatur dan mengurus berbagai kepentingan publik, termasuk dalam
pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pemahaman mengenai
kedudukan dan kewenangan desa menjadi dasar penting dalam melihat
bagaimana tata kelola pemerintahan desa dijalankan.

Desa merupakan entitas pemerintahan terendah dalam struktur
administrasi Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas akses wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa
masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia™!. Definisi
ini menegaskan bahwa desa bukan sekedar wilayah administrative, tetapi juga
unit sosial yang memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta

pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

! Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1)



Penguatan kewenangan desa kemudian diperkuat melalui adanya
kebijakan dana desa yang mulai bergulir sejak tahun 2015. Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang Bersumber dari APBN,
dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan
kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengurangi kesenjangan
pembangunan antarwilayah.2

Besarnya alokasi dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya
menjadikan pengelolaan APBDes sebagai aspek yang sangat krusial dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengelolaan tersebut tidak hanya
menyangkut penyerapan anggaran, tetapi juga bagaimana perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dilakukan secara efektif
dan efisien. Dalam praktiknya, masih ditemukan adanya ketidaksesuaian
antara perencanaan dan realisasi anggaran pada beberapa bidang kegiatan,
yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa memerlukan pengawasan
dan penguatan tata kelola yang lebih optimal.

Dalam praktiknya, pengelolaan dana desa di berbagai wilayah di
Indonesia belum sepenuhnya berjalan optimal. Salah satu isu yang kerap
muncul adalah keterbukaan informasi yang belum seragam antar desa.
Kualitas pengelolaan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan

aparatur dalam menyusun laporan keuangan yang jelas, mudah diakses, dan

2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa



sesuai regulasi. Keterbatasan kapasitas administrasi seringkali menjadi faktor
yang menghambat terciptanya tata kelola yang tramsparan.3

Akses masyarakat terhadap informasi penggunaan dana desa juga masih
belum merata. Beberapa desa belum memiliki mekanisme informasi publik
yang efektif, sehingga masyarakat sulit mengetahui alokasi, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban anggaran desa. Kurangnya akses informasi tersebut dapat
menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan, padahal keterlibatan
warga menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel
dan responsif.

Selain keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan dan pengawasan anggaran juga menjadi indikator penting dalam
menilai kualitas tata kelola desa. Namun demikian, tingkat kehadiran dan
keterlibatan aktif masyarakat dalam forum musyawarah desa belum
sepenuhnya merata. Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas pengambilan
keputusan, terutama dalam menentukan prioritas program yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Upaya memperbaiki tata Kelola desa tidak hanya berkaitan dengan
pengelolaan keuangan, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas
pelayanan publik dan perencanaan pembangunan. Penerapan good governance
mendorong desa untuk memperkuat transparansi melalui publikasi dokumen
perencanaan, meningkatkan partisipasi warga dalam musyawarah desa, serta

membangun mekanisme evaluasi yang lebih terukur. Penerapan prinsip

% Alvin, F. A. (2025). Principles of Village Fund Management with Good Governance.
Airlangga Development Journal, 9(1), 8-20. https://doi.org/10.20473/adj.v911.60293



tersebut menjadi relevan untuk memastikan desa menjalankan kewenangannya
secara efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selain itu,
penerapan tata kelola yang baik juga membantu desa meminimalkan potensi
penyimpangan anggaran dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah desa. Dengan tata Kelola yang semakin tertata, pembangunan desa
dapat berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan.

Pemerintah desa memegang peranan utama dalam keseluruhan siklus
pengelolaan dana desa. Kualitas kinerja kepala desa dan perangkat desa
menentukan keberhasilan pembangunan, terutama dalam hal partisipasi
masyarakat, ketepatan penyaluran dana, dan penyusunan laporan
pertanggungjawaban. Kemampuan teknis aparatur desa serta komitmen
terhadap keterbukaan menjadi faktor penting dalam menciptakan tata Kelola
yang efektif dan berdaya guna. Dengan demikian, peran pemerintah desa
menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan pengelolaan dana
desa’.

Desa Kutoarjo di  Kabupaten Pesawaran merupakan entitas
pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, Desa Kutoarjo dituntut
untuk mampu mengelola dana desa secara transparan, partisipatif, dan sesuai
kebutuhan warganya. Kebijakan dana desa memberikan peluang bagi desa ini

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengembangkan infrastruktur,

* Riska Gustani dan Hertanto, “Implementasi Prinsip Good Governane dalam Tata Kelola
Pemerintahan Desa,” Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)
Volume 7, Nomor 1 (2024), https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.9570.

® Dedi Sukmayadi dan Sri Pancawati Martiningsih, “Analisi Tata Kelola Alokasi Dana
Desa: (Studi Kasus Pada Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah),”
Dialektika :  Jurnal  Ekonomi dan Ilmu  Sosial 10, no. 2 (2025): 442-52,
https://doi.org/10.36636/dialektika.v10i2.7176.



serta mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun, efektivitas
program di Kutoarjo tetap bergantung pada kemampuan aparatur, keterbukaan
anggaran, dan partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, fokus analisis
good governance dibatasi pada tiga prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas,
dan partisipasi.

Untuk memahami bagaimana pengelolaan desa berjalan di lapangan,
peneliti melakukan pra-survey di Desa Kutoarjo. Hasil pra-survey
menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa setiap tahunnya melibatkan
anggaran yang cukup besar dengan berbagai program pada beberapa bidang
kegiatan. Selain itu, terdapat perbedaan antara anggaran yang direncanakan
dan realisasi pada sejumlah kegiatan yang menunjukkan adanya dinamika
dalam pelaksanaan program desa.

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris Desa Kutoarjo APBDes
Desa Kutoarjo dialokasikan ke dalam beberapa bidang utama, yaitu
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan
bencana dan keadaan darurat®. Proporsi terbesar cenderung berada pada
bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan fisik. Kondisi ini
menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran desa masih didominasi oleh
kebutuhan operasional dan pembangunan infrastruktur, sehingga penting

untuk melihat sejauh mana efektivitas dan efisiensi penggunaannya.

® Wawancara dengan Bapak Sujono selaku Sekretaris Desa Kutoarjo, pada tanggal 2
Desember 2025



Data APBDes Desa Kutoarjo menunjukkan adanya selisih antara
anggaran dan realisasi pada beberapa bidang kegiatan dalam dua tahun
terakhir. Pada tahun 2023, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dianggarkan  sebesar  Rp723.036.804 dan  direalisasikan  sebesar
Rp763.428.500, sehingga terdapat selisih sebesar Rp40.396.852.

Selanjutnya, pada Tahun Anggaran 2024, Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa dianggarkan sebesar Rp365.428.500, namun realisasinya
mencapai Rp561.595.715, sehingga terdapat selisih sebesar Rp196.167.000.
Selisih yang relatif besar ini menunjukkan adanya perbedaan antara
perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang perlu dikaji lebih lanjut,
khususnya  dalam  kaitannya  dengan  mekanisme  pengawasan,
pertanggungjawaban, serta efektivitas penggunaan dana desa dalam perspektif
transparansi dan akuntabilitas.

Perbedaan antara anggaran dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa
pengelolaan dana desa tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif,
tetapi juga menyangkut efektivitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan
program, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dijalankan oleh
pemerintah desa. Selisih yang terjadi dalam dua tahun anggaran tersebut
menjadi indikasi bahwa terdapat dinamika dalam pengelolaan APBDes yang
perlu dianalisis lebih mendalam dalam kerangka good governance, khususnya
pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan gambaran awal tersebut, pengelolaan dana desa di Desa

Kutoarjo menuntut peran aktif pemerintah desa dalam memastikan



keterbukaan informasi, pelaksanaan program yang tepat sasaran, serta
pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat. Namun
demikian, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam
pengelolaan dana desa masih perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh
mana prinsip-prinsip tersebut telah dilaksanakan secara optimal.

Pelaksanaan dana desa di Desa Kutoarjo, seperti halnya di seluruh desa
di Indonesia, akan menghasilkan capaian yang berbeda-beda tergantung pada
kemampuan pengelolaannya. Keberhasilan pelaksanaan dana desa sangat
dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan,
khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Aparatur
desa yang memiliki kompetensi, integritas, dan pemahaman terhadap prinsip
good governance akan lebih mampu mengelola dana desa secara transparan,
akuntabel, dan partisipatif. Sehingga program-program yang dibiayai oleh
dana dapat berjalan efektif dan berdampak positif bagi pembangunan serta
pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan dana
desa di Desa Kutoarjo melibatkan anggaran yang cukup besar serta menuntut
peran aktif pemerintah desa dalam setiap tahapan pengelolaannya. Namun,
sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi diterapkan
dalam pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo belum diketahui secara jelas.
Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran
pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif good

governance. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan



tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul ‘“Peran Pemerintah dalam
Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Perspektif Good Governance di Desa

Kutoarjo Kabupaten Pesawaran”.

B. Pertanyaan Penelitian
1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa
Kutoarjo?
2. Bagaimana pemerintah Desa Kutoarjo mewujudkan tiga prinsip good
governance transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan

dana desa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Menganalisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di
Desa Kutoarjo
b. Menilai penerapan tiga prinsip good governance transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa ddi Desa
Kutoarjo.
2. Manfaat Penelitian
a. Teoritis: Menjadi referensi untuk pengembangan teori dan penelitian
lebih lanjut terkait pengelolaan dana desa dan penerapan prinsip good
governance di tingkat desa
b. Praktis: Memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas

pengelolaan dana desa dan penerapan prinsip good governance serta



memberikan informasi yang jelas mengenai transparansi, akuntabilitas,
dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa sehingga mendorong

keterlibatan aktif warga.

D. Penelitian Relevan
Penelitian relevan merupakan studi sebelumnya yang dijadikan dasar
untuk memperkuat dan menyempurnakan penelitian saat ini. Dari penelusuran
terhadap berbagai jurnal yang berkaitan, terdapat beberapa penelitian yang
membahas topik serupa tentang peran pemerintah dalam pengelolaan dana
desa ditinjau dari perspektif good governance yaitu sebagai berikut:
Tabel 1.1
Penelitian Relevan
Nama dan Persamaan
. Indikator Hasil dan
No. Judul Variabel .o
Penelitian Penelitian Perbefl?an
Penelitian
1.| RofiAhmad | Akuntabilitas, | Keputusan | Akuntabilitas | Persamaan
dan Susilawati | transparansi, tertulis, tidak membahas
(2025) partisipasi, ketersediaan signifikan, pengaruh
“Akuntabilitas, | masyarakat. informasi, sementara | akuntabilitas,
Trasnparansi, usulan transparansi | transparansi,
Partisipasi anggaran. dan partisipasi
Masyarakat partisipasi terhadap
dan Efektivitas berpengaruh | pengelolaan
Pengelolaan signifikan dana desa.
Dana Desa™’ terhadap Perbedaan
efektivitas | terdapat pada
pengelolaan lokasi
dana desa. penelitian.
2. Andini Akuntabilitas, | Pelaporan, | Akuntabilitas | Persamaan
Setyaningrum, | transparansi, mudah dan membahas
Maya partisipasi, dipahami, transparansi pengaruh
Widyana, masyarakat, keterlibatan | berpengaruh | akuntabilitas,

" Rofi Ahmad dan Susilawati, “Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa,” JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) 11, no.
2 (2025): 976-83, https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3954.
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Nama dan Persamaan
. Indikator Hasil dan
No. Judul Variabel oo
Penelitian Penelitian Perbefiz.lan
Penelitian
Indra Lila dan masyarakat terhadap transparansi,
(2024) pengelolaan dalam pengelolaan | partisipasi
“Pengaruh dana desa. perencanaan dana desa, terhadap
Akuntabilitas, dan evaluasi. sedangkan | pengelolaan
Transparansi, partisipasi dana desa.
dan Partisipasi tidak. Perbedaan
Masyrakat terdapat pada
terhadap lokasi
Pengelolaan penelitian.
Dana Desa
dalam
Mewujudkan
Good
Governance®
3. | Badrus Zaman | Akuntabilitas, | Keterbukaan Penerapan Persamaan
dan Nurdiwaty | transparansi, informasi, | prinsip Good | membahas
(2020) partisipasi. | pertanggungj | Governance pengaruh
“Penerapan awaban sudah akuntabilitas,
Prinsip Good anggaran, berjalan transparansi,
Governance keterlibatan (akuntabel, partisipasi
dalam masyarakat. transparan, terhadap
Pengelolaan partisipatif), | pengelolaan
Alokasi Dana namun masih | dana desa.
Desa (ADD)™® terdapat Perbedaan
kendala terdapat pada
teknis di lokasi
lapangan. penelitian.

® Andini Setyaningrum., “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat
terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance,” Jurnal llmiah
Keuangan Akuntansi Bisnis 3, no. 3 (2024): 581-589, https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.104.
’ Badrus Zaman dan Diah Nurdiawaty, “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten
Kediri),” Jurnal Penelitian Teori & Penerapan Akuntansi Vol. 5 No. 1 (Januari 2020): 65-84.



BAB II
LANDASAN TEORI
A. Dana Desa
1. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan ~ pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan
negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan Prakarsa hak asal usul dan hak tradisional. Disamping itu,
pemberian dana desa juga dimaksudkan untuk:

a. Meningkatkan pelayanan publik desa.

b. Memajukan perekonomian desa.

C. Mengentaskan kemiskinan.

d. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

e. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa’.

! Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang
Pengelolaan Dana Desa, Pasal 1 ayat 8

? Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk
Kesejahteraan Rakyat, (Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Perimbangan Kauangan, 2019), 11.



2.

12

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan serangkaian kegiatan sistematis
yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Secara yuridis,
pengelolaan ini harus berpedoman pada kerangka pengelolaan keuangan
desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 20 Tahun 20183, Pengelolaan dana desa mencakup
tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Setiap tahapan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan
dana desa dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran keuangan
desa. Dalam praktiknya, desa dituntut untuk menyusun laporan keuangan
secara tertib dan terbuka kepada masyarakat, sehingga setiap penggunaan
dana dapat dipertanggungjawabkan”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014
pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pengelolaan dana desa adalah
keseluruhan  kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa harus

menggunakan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta

Desa”

% “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

* Wulandari dan Al-Amin, “Transparansi Pengelolaan Dana Desa: Evaluasi Kebijakan dan

Implementasi,” Prosiding Seminar Nasional Indonesia Vol. 3 No. 2 (Juni 2025): 208-218.
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dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Seluruh proses pengelolaan
tersebut dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan direalisasikan
melalui APBDes yang telah ditetapkan. Pengelolaan dana desa tersebut
dikelola dalam masa satu tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari
sampai dengan 31 Desember’.

Dana desa juga berperan sebagai stimulus bagi pertumbuhan
ekonomi lokal melalui peningkatan infrastruktur dan pengembangan sektor
produktif desa. Pemanfaatan dana desa untuk pengembangan usaha mikro
dan kecil dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta membuka
lapangan kerja baru. Melalui perencanaan dan pengalokasian yang
tertuang dalam APBDes, desa tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan
dasar, tetapi juga menjadi dasar ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan,
sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signiﬁkanﬁ.

3. Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara terstruktur dan
akuntabel, mengikuti rangkaian tahapan mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Setiap tahap
dirancang untuk memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran,

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan

® Sri Wahyuni dan Darmawan Sriyanto, Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan
Masyarakat (PT. Inovasi Pratama Internasional, 2023), 45.

® Ahmad Wahyudi Zein dkk., “Peran Strategis Dana Desa dalam APBN: Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Desa,” Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi Volume.
3, Nomor. 2 (Juni 2025): 20413, https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i2.1425.
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kerangka tahapan ini, pemerintah desa dapat menjalankan program
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara lebih efektif’
Pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditentukan.
Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan dari otonomi daerah,
dengan tujuan agar masyarakat dapat memperoleh layanan tanpa kendala
dalam mengakses informasi yang diperlukan, baik untuk layanan
administratif maupun non-administratif. Dalam konteks pengelolaan dana
desa peran ini kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Pemerintah desa, yang terdiri
atas kepala desa, perangkat desa, dan badan musyawarah desa, memiliki
peran penting dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Peran ini
mencakup mulai dari  perencanaan, pelaksanaan, hingga
pertanggungjawaban keuangan. Beberapa peran utama dapat dijelaskan
sebagai berikut®:
a. Tahap Perencanaan
Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan alokasi
dana desa. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab utama dalam
merencanakan dana desa berdasarkan kebutuhan dan prioritas desa.

Proses ini muncul melalui penyusunan APBDes yang

” Antonius Hendrasan Jelahu dkk., “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Desa
Sambi, Kabupaten Manggarai,” JAKUMA : Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan 5, no. 1
(2024): 55-64, https://doi.org/10.31967/jakuma.v5i1.1149.

® Indrawati dkk., “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Administrasi di Kantor Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta,” WISSEN: Jurnal llmu Sosial dan
Humaniora Volume 3, Nomor 2 (Mei 2025): 170-179, https://doi.org/10.62383/wissen.v3i2.738.
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memperhitungkan berbagai aspek pembangunan, pemberdayaan
masyarakat dan pelayanan publik. Melalui perencanaan partisipatif,
pemerintah desa dapat menetapkan prioritas program yang tepat
sasaran’.
b. Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan, penggunaan dan penyaluran dana desa
dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dalam
penyelengggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan
desa. Pemerintah desa juga berperan sebagai komunikator yang efektif
dalam membangun hubungan dengan berbagai pihak terkait dalam
perencanaan pembangunan, sekaligus menjadi mediator dalam
menyelesaikan konflik yang mungkin timbul selama proses tersebut.
Sebagai integrator, pemerintah desa berupaya menyatukan berbagai
kelompok dengan pandangan yang berbeda agar pembangunan desa
dapat berjalan secara optimal. Untuk mendukung keterbukaan dan
penyampaian informasi seara jelas kepada masyarakat, maka pada
setiap pelaksanaan kegiatan wajib dilengkapi dengan papan informasi

ke giatanlo.

% Adie Dwiyanto Nurlukman dan Fadly Fadillah Said, “DinamikaPengelolaan Dana Desa
danPembangunan Berbasis Prioritas Dalam Penyusunan APBDes,” JSPG: Journal of Social
Politics and Governance Vol.1 No.2 (Desember 2019): 80-98,
https://doi.org/10.24076/JSPG.2019v1i2.186.

10 Amra, A., Roba, S., & Mubarak, B. (2025). Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam
Pemerintah Desa: The Role Of Government And Community In Village Development. JADMENT:
Journal of Administration and Development, 1(2), 122-133.
https://doi.org/10.62085/jadment.v1i2.17



16

c. Tahap Pelaporan

Pada tahapan pelaporan, kepala desa menyampaikan laporan
pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati/walikota
melalui camat. Laporan realisasi APBDesa semester pertama memuat
informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan
selama semester pertama yang dibandingkan dengan target dan
anggaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan laporan tersebut,
kepala desa mengompilasi seluruh laporan pelaksanaan kegiatan yang
disusun oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) guna menghasilkan
laporan realisasi APBDesa yang komprehensif sebagai bentuk
pertanggungjawaban pemerintah desa atas pelaksanaan anggaran

d. Tahap Pertanggungjawaban

Setelah melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan,
pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana
desa secara transparan dan akuntabel. Pertanggungjawaban ini berupa
laporan  keuangan pelaksanaan desa dan struktur laporan
penyelenggaraan desa dari setiap awal hingga akhir tahun. Tujuan
laporan ini adalah agar kegiatan pemerintah desa sesuai dengan aturan
yang berlaku'’. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah sebagai
berikut:
1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

2) Peraturan desa

1 Sulpar dan Andi Indah Lestari, “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan
Pendapatan Desa Di Desa Pakeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang,” Axegnal: Tax and
Economic Insights Journal Vol. 1 No. 1 (t.t.).
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3) Laporan kekayaan milik desa
4) Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk

ke desa.

B. Konsep Good Governance
1. Pengertian Good Governance

Good governance adalah sistem pemerintahan yang handal,
pelayanan publik yang efisien, serta pemerintahan yang akuntabel terhadap
publik. Good governance juga dapat diartikan sebagai suatu konsepsi
tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata kepemerintahan yang baik
juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan
antar pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat'?. Dalam konteks
pemerintahan desa, good governance menjadi tolak ukur penting untuk
menilai apakah pengelolaan dana ddesa dilakukan secara adil, transparan,
dan berpihak kepada masyarakat, sekaligus memastikan bahwa
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana desa dapat
meningkatkan kesejaheraan warga desa secara berkelanjutan.

Menurut Cadbury Commite of United Kingdom Good Governance
adalah sistem peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang
saham, pengelola, kreditur, karyawan, pemerintah, serta pemangku

kepentingan internal dan eksternal lain yang berkaitan satu sama lain®®,

12 Khairudin dkk., Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di
Indonesia (CV. Amerta Media, 2021), 13.
3 Mardi Candra, Birokrasi dan Good Governance (Jakarta: Kencana, 2024), 6.
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Penyelenggaraan good governance menjadi salah satu tujuan dalam
memperbaiki tata kelola pemerintahan, dibuatnya Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang desa menjadi wadah dalam mewujudkan good
governance dan berpengaruh terhadap tingkat kesiapan aparaatur
pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah desa memiliki
peranan strategis dalam mendorong pembangunan serta memberikan
pelayanan publik yang menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput.

Seiring dengan semakin kompleksnya tuntutan masyarakat terhadap
tata kelola yang lebih terbuka dan responsive, penerapan prinsip good
governance menjadi kebutuhan mendesak. Transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi bukan sekedar jargon administratif, tetapi menjadi pilar penting
dalam membanguun kepercayaan publik serta mewujudkan pemerintahan
desa yang efektif'*,

Secara khusus, penerapan good governance di pemerintahan
bertujuan untuk tercapainya kondisi pemerintahan yang baik serta dapat
menjamin kepentingan pelayanan publik yang adil dan merata pada
seluruh warga masyarakat'®. Di tingkat pemerintahan desa, prinsip ini juga
berfungsi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi

masyarakat dalam pemgelolaan dana desa, sehingga program

1% Anita, Huda, A. J. P. ., Puspitasari, A. Y. ., Istanti , M. D. ., & Musleh, M. . (2025).
Penerapan Prinsip Good Governance pada Pemerintahan Desa: Studi Literatur Desa Janti Wates,
Kabupaten Kediri: Penerapan Prinsip Good Governance. Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 5(2),
1642—-1650. https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1369

15 Agus Sugiyardi, “Urgensi Penerapan Good Governance dalam Mewujudkan Kualitas
Pelayanan Publik yang Baik (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pamekasan),” PUBLIC CORNER: Fakultas lImu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 14 No. 2 (t.t.),
https://doi.org/10.24929/fisip.v14i2.2171.
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pembangunan dan pemberdayaan dapat berjalan efektif serta memberikan
manfaat langsung bagi kesejahteraan warga.
2. Prinsip-Prinsip Good Governance

Prinsip good governance merupakan landasan penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, termasuk dalam konteks
pengelolaan dana desa. Prinsip-prinsip good governance menjadi salah
satu usaha untuk melakukan inovasi baru yang nantinya akan berdampak
pada kualitas pelayanan publik, serta mendorong terwujudnya pengelolaan
dana desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Prinsip-prinsip
good governance memberikan pedoman yang kuat bagi pemerintah desa
dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif dan
berkelanjutan®®.

Dalam konteks pengelolaan dana desa, penerapan prinsip-prinsip ini
sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban penggunaan dana dilakukan secara adil, transparan,
dan partisipatif. Secara umum, tiga prinsip yang menjadi fokus utama
dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
Berikut penjelasan masing-masing prinsip.

a. Transparansi
Transparansi adalah prinsip yang mengharuskan pemerintah untuk

menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh

® Harjianto, H., & Sari, A. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh
Pemerintahan Desa Buluagung Siliragung Banguwangi dalam Pelayanan Publik. HUMANIS:
Jurnal Tlmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora, 16(2), 43-52.
https://doi.org/https://doi.org/10.52166/humanis.v16i2.6651.
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masyarakat. Informasi tentang kebijakan dan proses pelayanan harus
tersedia secara terbuka agar masyarakat dapat memahami dan
mengakses layanan dengan mudah. Keterbukaan informasi sangat
penting dalam memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh
layanan yang sesuai dengan yang dijanj ikan'’.

Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, yaitu
Ketika seluruh proses pemerintahan dapat diakses oleh pihak-pihak
yang berkepentingan. Pemerintah desa harus menyediakan informasi
terkait kebijakan, program, serta kegiatan secara terbuka agar
masyarakat mampu memahami dan memantau jalannya pemerintahan.
Keterbukaan ini menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa
publik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat menilai
kejelasan dan arah kebijakan yang dij alankan™®.

Selain itu, transparansi menuntut agar informasi yang
disampaikan bersifat memadai, akurat, dan mudah dipahami oleh
masyarakat. Ketersediaan informasi yang jelas memungkinkan
masyarakat memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan serte
memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui arus informasi yang terbuka, pemerintah dapat memperkuat

" Hisriani dkk., “Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik
pada Kantor Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota,” STRUKTURASI: Jurnal limiah
Magister ~ Administrasi  Publik Vol. 6 No. 2 (September 2024): 142-150,
https://doi.org/10.31289/strukturasi.v6i2.4457.

18 Khairudin dkk., Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di
Indonesia., 17.
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akuntabilitas serta membangun kepercayaan publik terhadap proses
pengelolaan kebijakan dan keuangan sektor publik.

Transparansi dalam penelitian ini dianalisis melalui beberapa
indikator yang digunakan sebagai pedoman dalam memahami
keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Indikator
tersebut meliputi keterbukaan informasi terkait perencanaan dan
realisasi anggaran desa, kemudahan akses masyarakat terhadap
informasi pengelolaan dana desa, serta penyampaian informasi melalui
forum musyawarah desa maupun media informasi publik desa.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah segala bentuk kegiatan atau program yang
telah dilaksanakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban dapat berbeda-beda
tergantung dari pihak yang terkait. Akuntabilitas yang dilakukan oleh
pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakatlg.

Akuntabilitas  berarti para pembuat keputusan dalam
pemerintahan, termasuk yang berasal dari sektor swasta maupun
masyarakat sipil, memiliki kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakan kepada
publik serta para pemangku kepentingan. Di Desa Kutoarjo, prinsip ini
tercermin dari bagaimana pemerintah desa menyampaikan laporan

penggunaan dana desa, menjelaskan tujuan program, dan membuka

9 Ipan Nurhidayat, “Prinsip-Prinsip Good Governance di Indobesia," Journal E-Gov
Wiyata: Education and Government Vol. 1 No. 1 (Februari 2023): 40-52,
https://doi.org/10.71128/e-gov.v1il.5.
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ruang musyawarah agar masyarakat mengetahui serta menilai
pelaksanaan kegiatan desa®.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, prinsip akuntabilitas
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menegaskan bahwa
pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan,
akuntabel, dan partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan pelaksanaan
APBDes, laporan realisasi anggaran, serta pertanggungjawaban kepala
desa kepada masyarakat dan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang
berlaku®’.

Selain itu, tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja pemerintah
dapat diukur melalui sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Dalam pedoman tersebut, capaian
akuntabilitas diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori penilaian,
yaitu AA (sangat memuaskan), A (memuaskan), BB (sangat baik), B
(baik), CC (cukup), dan C (kurang), berdasarkan tingkat pemenuhan
kriteria perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,

serta evaluasi internal organisasi pemerintahzz.

2 junaedi Karso, Good Governance (Yogyakarta: Samudra Biru, 2022), 81.

2! peraturan Menteri Dslsm Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.

22 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
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Akuntabilitas dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan indikator
yang berkaitan dengan pertanggungjawaban oemerintah desa dalam
pengelolaan dana desa. Indikator tersebut mencakup penyusunan
laporan pertanggungjawaban keuangan desa, kesesuaian antara
pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang tertuang dalam
APBDes, serta mekanisme pelaporan dan pengawasan yang dilakukan
oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Partisipasi

Partisipasi adalah kegiatan memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk memberikan hak dalam menyampaikan pendapat
yang menyangkut masyarakat. Keterlibatan masyarakat dibutuhkan
untuk turut ikut serta dalam proses pemerintahan. Partisipasi
masyarakat menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang demokratis karena memberikan ruang komunikasi
antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan.
Dengan memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
menyalurkan segala keinginan, aspirasi maupun harapan dalam proses
pelayanan publik23.

Partisipasi juga mendorong setiap warga untuk mempergunnakan
haknya dalam menyampaikan pendapat pada proses pengambilan

keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dengan

28 putro Cahyono, D., & Indartuti, E. (2022). Penerapan Prinisip-Prinsip Good Governance:
Suatu Studi Tentang SILOKDES di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten
Nganjuk. PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469), 2(05),
56-61. Retrieved from https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/597
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adanya ruang untuk menyampaikan aspirasi tersebut, kebijakan yang
ditetapkan dapat mencerminkan kebutuhan warga dan membantu
pemerintah memahami prioritas yang benar-benar diinginkan
masyarakat24.

Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dianalisis melalui
indikator yang menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam proses
pengelolaan dana desa. Indikator tersebut meliputi keterlibatan
masyarakat dalam musyawarah desa, kesempatan masyarakat dalam
menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan, serta peran

masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program desa.

C. Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Standar Akuntansi

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pengelolaan
Dana Desa

Pengelolaan dana desa tidak hanya berkaitan dengan proses

perencanaan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga harus didukung oleh sistem

pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi

yang berlaku bagi entitas pemerintahan. Dalam konteks, pemerintahan

desa, standar yang digunakan adalah Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) yang ditetapkan oleh pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Penerapan standar

akuntansi ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa

% Joanne V. Mangindaan, Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good
Governance (Manado: Unsrat Press, 2017), 83.
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yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat, serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan
evaluasi kinerja pengelolaan keuangan desa®.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP digunakan oleh seluruh entitas
pemerintahan, termasuk pemerintah desa, dalam menyusun laporan
keuangan. Penerapan SAP dalam pengelolaan dana desa dimaksudkan agar
informasi keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang andal, relevan,
dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.

Pengelolaan dana desa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan
mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban. Setiap
transaksi yang berkaitan dengan dana desa wajib dicatat secara sistematis
dan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan agar penggunaan dana
desa dapat dipantau, diawasi, serta dipertanggungjawabkan secara jelas.
Penerpan standar ini menjadi penting untuk memastikan bahwa

pengelolaan dana desa dilakukan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

% Enzelina Zai dkk., “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Laporan

Keuangan Desa Di Desa Tegide’u Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat,” Jurnal Ekonomi

Bisnis,

Manajemen dan  Akuntansi (JEBMA) 4, no. 3 (2024): 1787-99,

https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4771.



26

2. Pelaporan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Standar Akuntansi
Pemerintahan

Pelaporan keuangan desa disusun dengan mengacu pada ketentuan
SAP, khususnya PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
(LRA). Standar ini mengharuskan pemerintah desa untuk melaporkan
seluruh realisasi pendapatan dan belanja berbasis kas, di mana setiap
transaksi diakui saat kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas
Desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat perbandingan yang
jujur antara anggaran yang direncanakan dengan kenyataan di lapangan.
Melalui penyajian laporan yang sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan tersebut, pemerintah desa tidak hanya memenuhi kewajiban
regulasi, tetapi juga memperkuat pilar good governance dalam
menciptakan tata kelola keuangan yang kredibel dan dapat dipercaya oleh
publik®®.

Selain itu, pelaporan keuangan dana desa yang disusun berdasarkan
Standar ~ Akuntansi Pemerintahan berfungsi sebagai alat
pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan pihak-pihak
terkait. Laporan keuangan yang disajikan secara tepat waktu dan sesuai
standar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan
dana desa serta memudahkan proses pengawasan oleh pemerintah daerah

dan lembaga pengawas lainnya.

% Mefina Waruwu dkk., “Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
Dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Dengan Berpedoman Pada PSAP 02 (Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintah) Di Desa Umbu’asi Barat,” Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan
Akuntansi (JEBMA) 4, no. 3 (2024): 2028-35, https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4690.



BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (field
research), yang mengharuskan peneliti mengumpulkan informasi secara
langsung dari lokasi penelitian melalui interaksi dengan narasumber dan
informan. Informasi ini didapat menggunakan beragam teknik
pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan angket’. Pada
penelitian ini, data diperoleh melalui metode wawancara serta
pengumpulan dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran
pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa serta penerapan prinsip
good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi di Desa
Kutoarjo.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang bertujuan untuk
memaparkan secara jelas fenomena tertentu dengan data yang akurat yang
dianalisis secara sistematis’. Penelitian deskriptif dapat disimpulkan
sebagai pendekatan yang mengumpulkan gambaran dalam bentuk
deskripsi bukan dalam bentuk angka dan selanjutnya memberikan
gambaran serta penjelasan tentang pengelolaan dana desa dan peran

pemerintah desa dalam penerapan prinsip good governance.

! Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Antasari Press, t.t.), 15.
2 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (KBM Indonesia, 2021), 6.
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B. Sumber Data
Sumber data adalah sisi penting dalam penelitian, karena sumber data
memengaruhi tingkat keberhasilan suatu penelitian. Sumber data pada
penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu3:
1. Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang digabungkan langsung dari sumber
utama di lokasi atau objek penelitian. Metode pengambilan data dalam
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yang berarti
informan dipilih berdasarkan kriteria spesifik yang relevan dengan tujuan
penelitian. Informan terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara
desa, dan anggota masyarakat. Wawancara dilakukan untuk menggali
informasi terkait peran pemerintah desa, mekanisme pengelolaan dana
desa, dan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
2. Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah informasi yang bersumber dari pihak tidak
langsung dan berfungsi sebagai materi pendukung dalam penelitian.
Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari dokumen tertulis,

buku, dan jurnal yang relevan, dan APBDesa.

C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah bagian penting dalam penelitian,

karena data menjadi fondasi utama dalam menjalankan penelitian. Penggunaan

¥ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, 71.
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Teknik yang tidak tepat dapat menyebabkan standar penelitian tidak tercapai4.
Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa
metode berikut:
1. Wawancara

Wawancara ialah diskusi tatap muka antara dua orang atau lebih
dengan tujuan tertentu®. Jenis wawancara ada tiga yaitu:

a. Wawancara tidak terstruktur merupakan jenis wawancara yang bersifat
bebas, di mana responden dapat memberikan jawaban tanpa mengikuti
pola atau arahan tertentu.

b. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang diarahkan secara
sistematis, dengan tujuan mengumpulkan data yang relevan saja.

Cc. Wawancara campuran merupakan kombinasi antara wawancara
terstruktur dan tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan wawancara campuran,
yang menggabungkan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan
tujuan untuk menggali informasi secara lebih komprehensif terkait
permasalahan di lapangan. Objek wawancara pada penelitian ini adalah
kepala desa, sekretaris desa, dan masyarakat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan dokumen dan data yang

dibutuhkan untuk penelitian lalu ditelaah®. Dokumentasi dilakukan dengan

mengumpulkan dan menelaah dokumen tertulis yang relevan, seperti

* Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif(CV. Pustaka limu, 2020), 120.
5 -

Ibid., 121.
® Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif (CV. Harfa Creative, 2023), 64.
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APBDesa. Analisis dokumen membantu memverifikasi data dari
wawancara dan memberikan bukti konkret mengenai peran pemerintah

desa dalam pengelolaan dana desa.

D. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data
deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang
bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, serta memaparkan secara
sistematis fenomena yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di
lapangan. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah desa dalam
pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif good governance di Desa
Kutoarjo. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan
analisis data. Adapun tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti

sebagai berikut’:

1. Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan
dokumentasi. Data dan informasi yang diperoleh dari para informan, yaitu
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Masyarakat.
Kemudian disatukan dalam bentuk catatan penelitian. Catatan penelitian
tersebut terdiri atas dua aspek, yaitu catatan deskriptif dan catatan reflektif.
Catatan deskriptif merupakan catatan alami yang berisi hasil
pengamatan dan wawancara yang mencatat secara apa adanya mengenai

hal-hal yang didengar, dilihat, dan dialami oleh peneliti di lapangan tanpa

" Ifah Rofigoh dan Zulhawati, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran
(Pustaka Pelajar, 2020), 130.
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disertai penilaian. Sementara itu, catatan reflektif berisi kesan, komentar,
serta tafsiran peneliti terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara
dan dokumentasi terkait pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo.
Penyajian Data

Tahap penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam
memahami dan melihat gambaran hasil penelitian secara utuh. Data yang
telah terkumpul kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk uraian
naratif yang sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data
disokuskan pada informasi yang berkaitan dengan peran pemerintah desa
dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, yaitu perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, dan peertanggungjawaban, serta dikaitkan dengan
prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas,
dan partisipasi. Dengan penyajian data ini peneliti dapat lebih mudah
mengidentifikasi pola dan keterkaitan antar data yang diperoleh.
Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan Kesimpulan.
Penarikan Kesimpulan dilakukan dengan cara menginterpretasikan data
yang telah disajikan untuk menemukan makna, pola, serta keterkaitan
antara data lapangan dengan teori yang digunakan. Pada tahap ini, peneliti
mengerucutkan berbagai temuan penelitian dengan menyusun uraian data
secara runut, logis, dan sistematis, sehingga menghasilkan kesimulan yang
jelas mengenai peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa

ditinjau dari perspektif good governance di Desa Kutoarjo. Kesimpulan
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yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh

serta memudahkan pembaca dalam menginterpretasikan hasil penelitian.

E. Teknik Keabsahan Data
Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
triangulasi. Triangulasi merupakan konsep utama dalam metode penelitian
kualitatif yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, validitas, dan
kedalaman analisis data. Secara umum, triangulasi mengacu pada penggunaan
berbagai pendekatan dalam mengumpulkan dan menganalisis data agar
penelitian menghasilan temuan yang lebih kredibel dan dapat dipercaya®.
Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang
diperoleh dari berbagai informan penelitian. Informasi mengenai
pengelolaan dana desa diperoleh dari kepala desa, sekretaris desa, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa. Perbandingan antar
sumber dilakukan untuk mengetahui kesesuaian informasi yang diberikan
oleh masing-masing informan.
2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang
diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara

dan dokumentasi. Data hasil wawancara ddengan informan dibandingkan

8 Bambang Arianto, Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif (Borneo Novelty Publishing,
2024), 92.
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dengan dokumen pendukung seperti laporan realisasi anggaran guna
memastikan konsistensi dan kebenaran informasi yang diperoleh.
. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada waktu
yang berbeda untuk melihat kestabilan informasi yang diberikan informan.
Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak

bersifat sementara atau dipengaruhi kondisi tertentu.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Desa Kutoarjo

Desa Kutoarjo merupakan sebuah padukuhan yang dipimpin oleh
seorang Kamituo sejak tahun 1907-1987, masyarakat Desa Kutoarjo
adalah orang-orang yang berasal dari Jawa Tengah. Pada waktu
tranasmigrasi pertama di Indonesia tahun 1905 orang-orang Jawa datang
ke Lampung dan menetap di Desa Bagelen hingga kini. Berawal dari
keinginan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan pemerintah
yang lebih dekat dan lebih efektif maka, dibentuklah panitia pemekaran
desa dah pada waktu itu juga langsung mengajukan permohonan
pemekaran desa kepada pemerintah Kabupatenl.

Pada tahun 1987 Desa Kutoarjo yang terdiri dari dua dusun yaitu
Kutoarjo dan Dusun Jembangan memisahkan diri dari desa induk yaitu
Desa Bagelen Kecamatan Geodng Tataan Kabupaten Lampung Selatan.
Desa Kutoarjo pertama kali dipimpin oleh seorang kepala desa yaitu
Bismo Pranoto selama 8 tahun. Dengan melewati berbagai proses yang
sesuai dengan hukum yang berlaku dari mulai penentuan nama desa,

pembagian wilayah, pembagian kekayaan desa, dll. Akhirnya pada tahun

! Profil Desa Kutoarjo Tahun 2022, diambil di kantor Desa Kutoarjo pada 20 November
2025
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1987 resmi menjadi desa sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 15

Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa.

Kondisi Geografis Desa Kutoarjo

Desa Kutoarjo secara geografis terletak di bagian ujung barat
Kabupaten Pesawaran dan berbatasan langsung dengan Kabupaten
Pringsewu. Secara administrative, Desa Kutoarjo merupakan salah satu
dari 19 desa yang berada di wilayah Kecamatan Gedong Tataan. Jarak
Desa Kutoarjo dari ibukota kecamatan kurang lebih 7 kilometer, sehingga
relative mudah dijangkau dari pusat pemerintahan kecamatan. Desa
Kutoarjo memiliki luas wilayah 255 hektare, yang Sebagian besar
dimanfaatkan untuk kegiatan pemukiman dan pertanian. Adapun luas
areal persawahan di Desa Kutoarjo mencapai kurang lebih 7 hektare, yang
menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat
setempat.

Secara administratif Desa Kutoarjo memiliki batas wilayah yaitu,
sebelah utara berbatasan dengan Desa Karanganyar dan Desa Purworejo.
Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bagelen, sebelah Selatan
berbatasan dengan Desa Gedong Tataan, dan sebelah barat berbatasan

dengan Pekon Gadingrejo Timur®,

2025

2 Profil Desa Kutoarjo Tahun 2022, diambil di kantor Desa Kutoarjo pada 20 November
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Kondisi Demografis Desa Kutoarjo
Berdasarkan pemutakhiran data penduduk pada bulan November
tahun 2022, jumlah penduduk Desa Kutoarjo berdasarkan jumlah kepala

keluarga tercantum pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Kondisi Demografis Desa Kutoarjo
Nama KK Laki-Laki | Perempuan Jumlah
Dusun
Kutoarjo | 367 621 595 1216

Kutoarjo 11 389 642 572 1214
Kutoarjo 111 206 325 327 652

Jumlah 962 1588 1494 3082

Sumber: Arsip Data Desa Kutoarjo

B. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kutoarjo
1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa
Perencanaaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan dana desa
di Desa Kutoarjo. Pada tahap ini, pemerintah desa merumuskan renana
penggunaan dana desa dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat
desa agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan
warga. Perencanaan dana desa di Desa Kutoarjo diawali dengan
musyawarah dusun (musdus) yang dilaksanakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil dari musdus tersebut kemudian
dibahas kembali dalam musyawarah desa (musdes) sebagai forum resmi
untuk menampung aspirasi masyarakat dan menetapan skala prioritas
kegiatan pembangunan desa.

Musyawarah ini menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam
usulan baik yang berkaitan dengan

menyampaikan rogram
y )
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pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Melalui forum
ini, pemerintah desa bersama BPD dan perwakilan masyarakat
menyepakati program-program yang dianggap paling mendesak dan
bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Kepala Desa Kutoarjo menjelaskan bahwa proses perencanaan
penggunaan dana desa dilakukan secara bertahap dan melibatkan aparatur
desa serta lembaga desa. Hal ini disampaikan sebagai berikut:

“Kalau proses perencanaan untuk penggunaan dana desa, desa kita

melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama ada musdus yang

dilakukan oleh BPD terus dilanjutkan ke tingkat desa yaitu musdes.

Kita prioritaskan di desa, tetap BPD melaksanakan tugasnya. Yang

kedua di jenjang musdes di situlah semua kegiatan nanti kita

bareng-bareng bersama aparatur desa kita prioritaskan skalanya
dalam arti yang jangka menengah dan jangka panj angnya.”3

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak
menetapkan program secara sepihak, melainkan melalui mekanisme
musyawarah yang melibatkan BPD, aparatur desa, serta perwakilan
masyarakat. Dengan adanya proses ini, setiap Keputusan yang diambil
merupakan hasil kesepakatan bersama sehingga dapat meminimalisir
potensi konflik serta meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap
program pembangunan desa.

Selanjutnya, hasil musyawarah desa tidak berhenti pada tahap
kesepakatan lisan, tetapi dituangkan ke dalam dokumen perencanaan desa

sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Sekretaris Desa Kutoarjo menyampaikan bahwa proses perencanaan dana

¥ Wawancara dengan Bapak Suprastiyo selaku Kepala Desa Kutoarjo, pada tanggal 30
Desember 2025
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desa disusun secara sistematis hingga menjadi bagian dari APBDes,
sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

“Untuk proses penyusunan dokumen perencanaan dana desa itu ada

beberapa tahap, yang pertama adalah adanya musdus yang

kemudian hasil dari musdus tersebut dimusyawarahkan kembali
dalam musdes. Setelah musdes ada perwakilan masyarakat ataupun

BPD dan juga nanti setelah perumusan dalam hasil musdes dari

beberapa ajuan dan wusulan masyarakat ditampung nanti

dimasukkan lagi dalam musrenbangdes yang nantinya akan dimuat
dalam RKPDes dan kemudian masuk ke dalam APBDes
pembangunan untuk kegiatan satu tahun berjalan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa
seluruh usulan masyarakat yang diperoleh dari musdus dan musdes akan
diformulasikan kembali dalam musrenbangdes untuk kemudian
dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
RKPDes ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai pedoman penggunaan
dana desa pada tahun anggaran.

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan juga diperkuat
melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi
warga desa. Ketua BPD secara aktif menyelenggarakan musyawarah desa
untuk menampung aspirasi masyarakat sebelum ditetapkan menjadi
program kerja pemerintah desa. Hal ini disampaikan sebagai berikut:

“BPD itu badan pemerintah yang difasilitasi diberi tunjangan diberi

operasional untuk menyelenggarakan musyawarah desa. Jadi kita

yang menampung aspirasi setelah itu kita usulkan untuk rencana
kerja pemerintah satu tahun ke depan. Misalnya tahun ini

* Wawancara dengan Bapak Sujono selaku Sekretaris Desa Kutoarjo, pada tanggal 30
Desember 2025
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musyawarah desanya itu aspirasinya digunakan untuk program
kerja tahun depan.”

Selain BPD, keterlibatan masyarakat umum dalam musyawarah
desa juga berjalan secara rutin. Ketua RW Desa Kutoarjo, Suroto,
menyampaikan bahwa dirinya selalu dilibatkan dalam musyawarah desa
setiap tahun. Hal ini disampaikan sebagai berikut:

“Iya saya mengetahuinya, pernah setiap tahun.”®

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa
Kutoarjo tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga dilibatkan
sejak awal dalam perencanaan penggunaan dana desa. Melalui forum
musyawarah desa, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan
kebutuhan pembangunan yang dianggap penting bagi lingkungan mereka.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip partisipasi
dalam pengelolaan dana desa, dimana masyarakat diberikan kesempatan
uuntuk terlibat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan
desa. Keterlibatan masyarakat sejak tahap awal perencanaan menjadi
indikator bahwa pemerintah desa berupaya menjalankan tata kelola
pemerintahan yang partisipatif sesuai dengan prinsip good governance.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua aspirasi
masyarakat dapat langsung direalisasikan karena adanya kebijakan

prioritas dari pemerintah pusat. Ketua BPD Rizal Triasdi menjelaskan:

® Wawancara Dengan Bapak Rizal Triasdi Sebagai Ketua BPD Desa Kutoarjo, Pada 6
Januari 2026

® Wawancara Dengan Bapak Suroto Sebagai Ketua RW di Desa Kutoarjo, Pada 6 Januari
2026
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“Ini yang menjadi polemik, mungkin bukan hanya di Desa
Kutoarjo karena ada beberapa. Misal BPD menyelenggarakan
musdes kemudian menampung aspirasi nah ini ada beberapa
aspirasi yang mungkin menurut pemerintah belum menjadi skala
prioritas. Jadi belum bisa direalisasi sedangkan pemerintah sendiri
mengeluarkan dana desa itu dengan aturan tentunya aturan dari
mereka sesuai dengan Perpres kalo ga salah ada keputusan
presidennya itu.”’

Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dana desa di Desa
Kutoarjo merupakan hasil kompromi antara aspirasi masyarakat dan
kebijakan regulatif yang mengatur penggunaan dana desa. Meskipun
mekanisme partisipasi telah berjalan, tidak seluruh aspirasi masyarakat
dapat direalisasikan karena adanya prioritas kebijakan dari pemerintah
pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat
bersifat lebih konsulatif dan belum sepenuhnya menentukan arah
kebijakan pembangunan desa.

Dengan demikian, perencanaan pengelolaan dana desa di Desa
Kutoarjo telah dilakukan melalui mekanisme musyawarah berjenjang
mulai dari musdus hingga musdes, yang melibatkan pemerintah desa,
BPD, serta perwakilan masyarakat. Proses ini memungkinkan aspirasi

masyarakat tersalurkan, meskipun dalam implementasinya tetap

disesuaikan dengan ketentuan regulasi dana desa dari pemerintah pusat.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa
Pelaksanaan merupakan tahap lanjutan setelah perencanaan

pengelolaan dana desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan

" Wawancara Dengan Bapak Rizal Triasdi Sebagai Ketua BPD Desa Kutoarjo, Pada 6
Januari 2026
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Belanja Desa (APBDes). Pada tahap ini, seluruh program dan kegiatan
yang telah disepakati dalam musyawarah desa mulai direalisasikan oleh
pemerintah desa. Pelaksanaan dana desa di Desa Kutoarjo dilakukan
dengan berpedoman pada hasil, kesepakatan musdes, dokumen
perencanaan desa, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa merupakan
hasil keputusan bersama antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat.

Kepala Desa Kutoarjo menjelaskan bahwa pelaksanaan program
yang berusmber dari dana desa dilaksanakan berdasarkan kesepakatan
yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa. Hal ini disampaikan
sebagai berikut:

“Sesuai dengan kesepakatan dalam musdes. Desa bersepakat sesuai

dengan prioritas, dalam arti yang dibutuhkan oleh warga

masyarakat keperuntukkannya dana desa tersebut. Karena sekarang

ini banyak sekali aturan-a‘furannya.”8

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan
pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang
telah disepakati bersama. Pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai
pelaksana program, tetapi juga menjaga koordinasi dengan BPD serta
masyarakat agar kegiatan yanng berjalan tetap selaras dengan tujuan
pembangunan desa. Selain itu, adanya berbagai regulasi terkait dana desa

juga menjadi pedoman pemerintah desa dalam melaksanakan setiap

kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8 Wawancara dengan Bapak Suprastiyo selaku Kepala Desa Kutoarjo, pada tanggal 30
Desember 2025
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Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, Kepala Desa memiliki
peran sentral sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan
desa. Kepala desa bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
dan penggunaan dana desa. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa sebagai
berikut:

“Kalau peran kepala desa karena kepala desa sebagai pemegang

kekuasaan tertinggi jadi semua pertanggungjawaban yang ada di

desa itu dilakukan oleh kepala desa. Karena kepala desa sebagai

pemegang kekuasaan tertinggi jadi semua wewenang semua
pertanggungjawaban dilakukan oleh kepala desa.”

Selain Kepala Desa, Sekretaris Desa juga memiliki peran penting
dalam memastikan pelaksanaan pengelolaan dana desa berjalan sesuai
dengan rencana. Sekretaris Desa Kutoarjo menyampaikan bahwa dirinya
berperan dalam administrasi, verifikasi dokumen, serta pengawasan
proses pelaksanaan dana desa. Hal ini disampaikan sebagai berikut:

“Peran Sekretaris Desa di dalam administrasi pengelolaan dana
desa yang pertama adalah sebagai tim penyusunan dokumen
ataupun APBDes kemudian dalam administrasi itu sebagai tim
verifikasi dalam pengelolaan dana desa. Selain itu Sekretaris Desa
berperan aktif untuk mengawasi dan mengontrol proses
pelaksanaan dana desa tersebut.”*?

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Sekretaris Desa berperan
dalam menjaga ketertiban administrasi pelaksanaan kegiatan serta

memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan

dan anggaran yang telah diterapkan.

% Wawancara dengan Bapak Suprastiyo selaku Kepala Desa Kutoarjo, pada tanggal 30
Desember 2025

10 Wawancara dengan Bapak Sujono selaku Sekretaris Desa Kutoarjo, pada tanggal 30
Desember 2025
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Dalam aspek teknis pengelolaan keuangan, Bendahara Desa
Kutoarjo bertugas melaksanakan penerimaan, penyimpanan, serta
pengeluaran dana desa berdasarkan persetujuan Kepala Desa. Bendahara
Desa menyampaikan:

“Peran bendahara itu sendiri menerima, menyimpan, dan

mengeluarkan atas persetujuan kepala desa. Kemudian melakukan

pembukuan serta membuat pertanggungjawaban atas seluruh
kegiatan dari dana desa itu sendiri.”**

Bendahara menambahkan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan
keuangan desa selama pelaksanaan mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Hal ini memastikan setiap transaksi dana desa
dilakukan sesuai regulasi pemerintah pusat maupun daerah, sekaligus
menjadi dasar uuntuk pertanggungjawaban di tahap perikutnya.
Bendahara menjelaskan:

“Iya sudah, karna SAP kita setiap membuat rencana anggaran

belanja itukan memang sudah melalui proses dan mengikuti

regulasi  pemerintah pusat dan Pemerintah  Kabupaten
Pesawaran,”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa
tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo berjalan sesuai
rencana, terstruktur, dan sistematis, dengan peran Kepala Desa Sebagai
pemimpin pelaksana, Sekretaris Desa sebagai pengawas administrasi, dan

Bendahara Desa sebagai pengelola keuangan. Ketiganya memastikan

1! Wawancara dengan Ibu Lili Suprihatin selaku Bendahara Desa Kutoarjo, pada tanggal 30
Desember 2025

12 Wawancara dengan Ibu Lili Suprihatin selaku Bendahara Desa Kutoarjo, pada tanggal 30
Desember 2025
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setiap kegiatan dana desa direalisasikan sesuai kesepakatan, dokumen
perencanaan, dan regulasi yang berlaku.

Pelaksanaan program dana desa juga dirasakan langsung oleh
masyarakat Desa Kutoarjo. Ketua RW Desa Kutoarjo, Bapak Suroto,
menyampaikan bahwa dirinya mengetahui adanya program-program yang
bersumber dari dana desa melalui kegiatan yang berlangsung di desa. Hal
ini disampaikan sebagai berikut:

“Informasi dari aparatur pemerintahan desa dan juga kegiatan yang
5513
ada.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dana desa tidak
hanya tercatat secara administrartif, tetapi juga dapat dilihat secara nyata
oleh masyarakat melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang
dilakukan di desa.

Namun demikian, adanya perbedaan antara anggaran dan realisasi
pada beberapa bidang kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan
anggaran masih memerlukan peningkatan efisiensi. Selisih realisasi yang
cukup besar mengindikasikan adanya penyesuaian kegiatan selama
pelaksanaan program sehingga efektivitas penggunaan anggaran perlu
terus dievakuasi.

Selain itu, masyarakat menilai bahwa Sebagian besar program dana
desa telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan warga. Bapak Suroto

menyampaikan:

2026

3 Wawancara Dengan Bapak Suroto Sebagai Ketua RW di Desa Kutoarjo, Pada 6 Januari
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“Sudah sesuai namun masih banyak yang dibutuhkan masyarakat,
mengingat ya namanya masyarakat banyak pasti banyak sekali
harapan-harapan yang diinginkan. Contohnya seperti kegiatan
masyarakat terutama pemberdayaan jadi untuk meningkatkan
sumber daya masyarakat ini masih perlu banyak bimbingan dan
pembinaan kegiatan.”*

Senada dengan hal tersebut, Ibu Wagisah selaku kader PKK Desa
Kutoarjo juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program dana desa
telah berjalan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, meskipun
belum seluruh kebutuhan warga dapat terpenuhi. Hal ini disampaikan
sebagai berikut:

“Sudah sesuai tapi belum terpenuhi semua karna banyak kebutuhan
masyarakat.”15

Di sisi lain, terdapat pula pandangan kritis dari Sekretaris BPD
Desa Kutoarjo, Ibu Tri Asih, yang menilai bahwa dalam praktiknya masih
terdapat program dana desa yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara
optimal. Hal ini disampaika berikut:
“Sebenernya sih kan kalo dana desa itu poin-poinnya melihat apa
yang dibutuhkan masyarakat cuman kadang-kadang ada beberapa
pada prakteknya ada dana desa yang sebenarnya ditujukan untuk
masyarakat tapi kadang-kadang tidak dilaksanakan oleh pemerintah
desanya.”16

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan

dana desa di Desa Kutoarjo secara umum telah berjalan, masih terdapat

% Wawancara Dengan Bapak Suroto Sebagai Ketua RW di Desa Kutoarjo, Pada 6 Januari
2026

1> Wawancara Dengan Ibu Wagisah Sebagai Kader PKK di Desa Kutoarjo, Pada 6 Januari
2026

16 Wawancara Dengan Ibu Tri Asih Sebagai Sekretaris BPD di Desa Kutoarjo, Pada 6
Januari 2026
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beberapa catatan evaluatif dari masyarakat terkait realisasi program di
lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan
pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo tidak hanya berlangsung secara
administratif oleh pemerintah desa, tetapi juga terealisasi dalam bentuk
kegiatan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Program-program
yang bersumber dari dana desa telah dijalankan sesuai dengan
musyawarah desa dan ketentuan yang berlaku. Meskipun sebagian besar
kegiatan telah terlaksana sesuai kebutuhan warga, masih terdapat
beberapa aspirasi masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi. Hal
ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa di Desa Kutoarjo berjalan
cukup baik, namun tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan agar
pelaksanaan program ke depan semakin tepat sasaran dan merata bagi

seluruh masyarakat desa.

Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Pelaporan merupakan tahap penting dalam pengelolaan dana desa
karena menjadi sarana untuk mengevaluasi realisasi kegiatan dan
penggunaan anggaran. Di Desa Kutoarjo, pelaporan dilakukan secara
berjenjang dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan serta
standar administrasi keuangan pemerintah desa.

Sekretaris Desa Kutoarjo menjelaskan mekanisme pencatatan dan
pelaporan yang dilakukan melalui aplikasi Siskeudes. Hal ini disampaikan

sebagai berikut:
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“Untuk mekanisme pencatatan dan pelaporan dana desa saat ini
sudah menggunakan sistem aplikasi yang bernama Siskeudes, itu
sudah berjalan dari tahun 2017 sampai sekarang. Jadi segala
pencatatan dan pelaporan itu sudah melalui sistem tersebut, artinya
setiap kegiatan sudah ada dokumentasinya pelaporannya dan juga
terkait dengan belanja dan sebagainya. Itu nota dan kwitansi harus
dilengkapi untuk digunakan sebagai bahan pe:laporan.”17

Pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap transaksi, pengeluaran,
dan kegiatan yang dibiayai dana desa tercatat secara sistematis. Setiap
bukti transaksi, seperti kwitansi, nota, dan dokumen pendukung lainnya,
menjadi bahan utama dalam laporan sehingga memudahkan verifikasi
oleh pihak internal maupunu pengawas eksternal.

Bendahara memiliki peran teknis dalam pelaporan keuangan,
memastikan semua pencatatan keuangan sesuai dengan alur administrasi
yang telah ditetapkan dan mengikuti Standar Administrasi Pemerintahan
(SAP). Hal ini disampaikan sebagai berikut:

“Kalau untuk pencatatan dan pembukuan itu kita sekarang full

sudah menggunakan aplikasi Siskeudes jadi semua itu sudah

dikelola oleh sistem yang mengerjakan itu ada operatornya. Bagi
alokasi dana desa maupun bagi hasil pajak itu sudah menggunakan
sistem aplikasi Siskeudes.”*®

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seluruh proses pencatatan
dan pembukuan dana desa di Desa Kutoarjo telah dilakukan secara

sistematis dan terkomputerisasi sesuai dengan standar administrasi

keuangan desa.

17 Wawancara dengan Bapak Sujono selaku Sekretaris Desa Kutoarjo, pada tanggal 30
Desember 2025

18 Wawancara dengan Ibu Lili Suprihatin selaku Bendahara Desa Kutoarjo, pada tanggal 30
Desember 2025



48

Pelaporan dana desa di Desa Kutoarjo tidak hanya dilakukan untuk
memenuhi kewajiban administrasi kepada pemerintah di atasnya, tetapi
juga diarahkan untuk memberikan keterbukaan informasi kepada
masyarakat. Pemerintah desa memanfaatkan media informasi sederhana
seperti papan pengumuman dan banner yang dipasang di balai desa agar
masyarakat dapat mengetahui realisasi penggunaan dana desa setiap tahun
anggaran.

Ketua BPD Bapak Rizal Triasdi menjelaskan bahwa realisasi
anggaran dana desa dipublikasikan kepada masyarakat setelah kegiatan
berjalan. Hal ini disampaikan sebagai berikut:

“Biasanya dipampang di balai desa dibanner, biasanya setelah

realisasi kegiatan anggaran tahun berjalan itu dicetak jadi banner.

Jadi bukan cuma saya sebagai BPD, artinya semua masyarakat itu

punya hak untuk melihat realisasi anggaran tahun berjalan di balai

desa tentunya.”19

Pernyataan tersebut menunjukkn bahwa pemerintah desa telah
menyediakan akses informasi yang terbuka mengenai penggunaan dana
desa. Informasi yang dipublikasikan melalui banner tidak hanya dapat
dilihat oleh aparatur desa atau BPD, tetapi juga oleh seluruuh masyarakat
yang datang kebalai desa. Dengan adanya publikasi tersebut, masyarakat
memiliki kesempatan untuk mengetahui peruntukkan dana desa sekaligus
menilai kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran.

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan dana desa tidak

hanya bersifat internal melalui aplikasi Siskeudes, tetapi juga diperkuat

9 Wawancara Dengan Bapak Rizal Triasdi Sebagai Ketua BPD Desa Kutoarjo, Pada 6
Januari 2026
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dengan penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat.
Keberadaan papan informasi dan banner yang dipasang di Lokasi strategis
desa memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan desa
tanpa harus meminta secara khusus kepada pemerintah desa.

Publikasi informasi tersebut

menunjukkan adanya

upaya
pemerintah dalam memenubhi prinsip transparansi, khususnya dalam aspek
keterbukaan informasi publik. Penyampaian informasi melalui media
visual memudahkan masyarakat memahami penggunaan dana desa serta
memperkuat fungsi pengawasan sosial.

Pemerintah Desa Kutoarjo juga menyusun laporan realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bagian dari
kewajiban administrasi keuangan desa. Laporan ini menggambarkan
perbandingan antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi
penggunaan dana desa dalam satu tahun anggaran. Adapun data realisasi
APBDes Desa Kutoarjo Tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Desa Kutoarjo Tahun 2023-2024

Tahun 2023 2024
. .. | Lebih/ .. | Lebil/
Bidang Anggaran | Realisasi Kurang Anggaran | Realisasi Kurang
Bidang
Penyelenggaraan | 723.036.804 [763.036.656|40.396.852(807.032.364|834.961.715| 27.929.351
Pemerintah Desa
Bidang
Pelaksanaan )5 393 500 1415317.000| 9.943.500 |365.428.500|561.595.715 | 196.167.000
Pembangunan
Desa
Bidang Pembinaan | o, 355 60 | 73.037.000 | 14.318.000|125.948.500| 95.448.500 | 30.500.000
Masyarakat
Bidang 157.095.000 |148.220.000] 8.875.500 |126.837.500|125.337.500| 1.500.000
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Pemberdayaan
Masyarakat

Bidang
Penanggulangan
Bencana, Darurat,
dan Mendesak desa

118.000.000 [118.000.000|  0.00 118.000.000{108.000.000| 10.000.000

Sumber: Bendahara Desa Kutoarjo
Berdasarkan laporan realisasi APBDes tersebut, pelaporan dana
desa di Desa Kutoarjo memuat informasi mengenai alokasi anggaran dan
realisasi pelaksanaan program pada setiap bidang kegiatan. Laporan ini
menjadi catatan administratif atas pelaksanaan pengelolaan dana desa
selama satu tahun anggaran serta menjadi dasar dalam penyusunan

laporan pada tahap berikutnya.

4. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Tahap terakhir dalam pengelolaan dana desa adalah
pertanggungjawaban. Tahap ini dilakukan setela seluruh kegiatan yang
direncanakan dan dilaksanakan menggunakan dana desa selesai
direalisasikan. Pertanggugjawaban bertujuan untuk memastikan bahwa
penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku serta dapat diawasi oleh pihak yang berwenang.
Melalui tahap ini, pemerintah desa menyusun laporan dan bukti
pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab penggunaan dana
desa yang telah direalisasikan selama satu tahun anggaran.

Kepala  Desa  Kutoarjo  menjelaskan = bahwa  bentuk
pertaggungjawaban pemerintah desa dilakukan secara berjenjang. Hal ini

disampaikan sebagai berikut:
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“Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yang kita
laksanakan setiap tahunnya pertanggungjawaban pemerintah desa
yang kita laksanakan setiap tahunnya dilaksanakan secara
berjenjang karena dana desa kan turunnya dua tahap. Alhamdulillah
setiap termin turun langsung diverifikasi dari pihak kecamatan
nanti kalau akhir atau awal tahun baru dari pihak inspektorat yang
turun tapi semua itu dilaksanakan dulu oleh pihak kecamatan untuk
memonitoring. Pihak kecamatan datang ke desa untuk
memonitoring kegiatan tsb memang sudah dilaksanakan atau
belum.”?

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebelum laporan
pertanggungjawaban diperiksa oleh inspektorat, terlebih dahulu dilakukan
monitoring dan verifikasi oleh pihakk kecamatan. Proses ini bertujuan
untuk memastikan bahwa realisasi kegiatan yang dilaporkan telah sesuai
dengan kondisi lapangan. Setelah proses verifikasi tingkat kecamatan,
pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun
kepada pihak kabupaten sebagai bentuk pelaporan resmi penggunaan dana
desa. Laporan tersebut memuat informasi realisasi pendapatan, belanja,
serta pembiayaan desa yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran
berjalan, disertai bukti-bukti pelaksanaan kegiatan.

Melalui mekanisme pertanggungjawaban yang berjenjang ini,
pemerintah desa dituntut untuk menyusun laporan secara tepat waktu dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, proses
pertanggungjawaban tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi

juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program desa yang

telah dijalankan.

0 Wawancara dengan Bapak Suprastiyo selaku Kepala Desa Kutoarjo, pada tanggal 30
Desember 2025
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Mekanisme  verifikasi oleh kecamatan serta pemeriksaan
inspektorat menunjukkan adanya sistem pengawasan yang mendukung
penerapan prinsip akuntabilitas. Proses ini memastikan bahwa setiap
penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif
maupun substantif sesuai regulasi pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo
dilaksanakana melalui penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan
laporan keuangan, dilanjutkan dengan verifikasi oleh pihak kecamatan,
serta pemeriksaan oleh inspektorat. Mekanisme ini memastikan bahwa
penggunaan dana desa telah sesuai dengan perencanaan dan realisasi

kegiatan dilapangan.

C. Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau

dari Perspektif Good Governance di Desa Kutoarjo

1. Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa

Transparansi merupakan prinsip utama dalam good governance yang
menuntut adanya keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi
kepada publik, khususnya terkait kebijakan dan pengelolaan keuangan.
Transparansi bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui, mengakses,
serta memahami bagaimana dana publik dikelola, sehingga dapat
mendorong terciptanya kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam pengelolaan dana desa, transparansi menjadi penting karena dana
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desa bersumber dari anggaran negara yang diperuntukkan bagi
kesejahteraan masyarakat desa.

Di Desa Kutoarjo, transparansi pengelolaan dana desa diwujudkan
melalui penyampaian informasi kepada masyarakat sejak tahap
perencanaan hingga pelaporan realisasi anggaran. Pemerintah desa
menyampaikan rencana penggunaan dana desa dalam forum musyawarah
desa, sehingga masyarakat mengetahui arah kebijakan pembangunan desa.
Selain itu, pemerintah desa juga mempublikasikan informasi APBDes serta
realisasi penggunaan dana desa melalui media informasi yang mudah
diakses oleh masyarakat.

Kepala Desa Kutoarjo menjelaskan bahwa salah satu bentuk
transparansi yang dilakukan pemerintah desa adalah dengan memasang
banner APBDes di depan balai desa. Langkah ini bertujuan agar
masyarakat dapat melihat secara langsung peruntukkan dana desa setiap
tahun anggaran. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berusaha
membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait
penggunaan dana desa.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sekretaris Desa yang
menyampaikan bahwa informasi penggunaan dana desa tidak hanya
disampaikan dalam forum musyawarah, tetapi juga dipublikasikan melalui
banner APBDes yang dicetak dari sistem keuangan desa. Melalui banner
tersebut, masyarakat dapat mengetahui bidang-bidang kegiatan yang

dibiayai dana desa.
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Dari sisi masyarakat, Ketua BPD Bapak Rizal Triasdi menjelaskan
bahwa realisasi anggaran dana desa dicetak dalam bentuk banner setelah
kegiatan berjalan dan dipasang di balai desa agar dapat dilihat oleh seluruh
masyarakat. Hal senada disampaikan Ketua RW Bapak Suroto yang
menilai bahwa keterbukaan informasi dana desa sudah berjalan cukup baik
dengan adanya papan informasi di depan balai desa. Ibu Wagisah selaku
kader PKK juga menyampaikan bahwa informasi dana desa dapat
diperoleh dari aparatur pemerintah desa.

Namun, transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo belum
sepenuhnya optimal. Sekretaris BPD Ibu Tri Asih menilai bahwa meskipun
informasi terbuka dalam forum musyawarah, pada tahapan tertentu seperti
proses pencairan dana masih dirasakan kurang terbuka.

Publikasi APBDes, realisasi anggaran, serta perlibatan masyarakat
dalam musyawarah menunjukkan bahwa transparansi telah diterapkan.
Meski demikian, konsistensi keterbukaan informasi pada seluruh tahapan
pengelolaan dana desa masih perlu ditingkatkan agar prinsip transparansi
berjalan lebih efektif.

Berdasarkan indikator transparansi dalam prinsip good governance,
keterbukaan informasi dapat dinilai melalui ketersediaan informasi publik,
kemudahan akses masyarakat terhadap informasi, serta kejelasan
penyampaian informasi terkait pengelolaan anggaran. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kutoarjo telah menyediakan

informasi melalui forum musyawarah desa dan media publikasi berupa



55

banner APBDes yang dapat diakses masyarakat secara langsung. Hal ini
menunjukkan bahwa transparansi telah diterapkan dalam penyampaian
informasi pengelolaan dana desa. Namun demikian, masih terdapat
keterbatasan keterbukaan pada tahap tertentu, seperti proses pencairan
dana dan akses informasi secara digital yang masih terbatas. Sehingga
transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo dapat dikategorikan
cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan konsistensi
keterbukaan informasi pada seluruh tahapan pengelolaan dana desa.
Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berkaitan dengan
kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan setiap
penggunaan anggaran kepada pemerintah di atasnya maupun kepada
masyarakat. Di Desa Kutoarjo, akuntabilitas pengelolaan dana desa
ditunjukkan melalui mekanisme pencatatan, pelaksanaan, pelaporan, serta
pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan secara sistematis sesuai
ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Desa menjelaskan bahwa seluruh proses pencatatan dan
pelaporan dana desa telah menggunakan aplikasi Siskeudes. Setisp
kegiatan disertai dokumen pendukung seperti nota, kwitansi, dan laporan
kegiatan sebagai bahan pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah
desa telah menerapkan sistem administrasi keuangan yang terstruktur

untuk mendukung pertanggungjawaban penggunaan dana desa.
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Bendahara Desa juga menyampaikan bahwa pencatatan dan
pembukuan dana desa telah mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Selain itu, laporan pertanggungjawaban pemerintah
desa dilakukan secara berjenjang, dimulai dari verifikasi pihak kecamatan
hingga pemeriksaan oleh inspektorat. Mekanisme ini menunjukkan adanya
pengawasan formal terhadap pelaksanaan dan pelaporan dana desa.

Dari sisi masyarakat, Ketua BPD Bapak Rizal Triasdi menilai bahwa
dengan adanya sistem keuangan desa, penggunaan dana desa menjadi lebih
transparan dan dapat dipantau. Hal ini memperkuat bahwa
pertanggungjawaban pemerintah desa tidak hanya bersifat administratif,
tetapi juga memungkinkan adanya kontrol sosial dari masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas
pengelolaan dana desa di Desa Kutiarjo telah diterapkan melalui sistem
pencatatan dan pelaporan yang sesuai regulasi serta mekanisme
pengawasan berjenjang. Meskipun demikian, konsistensi dalam
pelaksanaan dan ketepatan waktu pelaporan tetap perlu dijaga agar prinsip
akuntabilitas berjalan lebih optimal.

Selain pertanggungjawaban adminstratif, akuntabilitas juga dapat
dinilai melalui capaian kinerja program pemerintah yang dilaksanakan
pemerintah desa. Penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah pada
umumnya mengacu pada prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), dimana keberhasilan pelaksanaan program diukur

berdasarkan tingkat pencapaian target kegiatan. Berdasarkan Pedoman
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Evaluasi AKIP dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021,
capaian akuntabilitas kinerja diklasifikasikan ke dalam kategori AA, A,
BB, B, CC, dan C yang menunjukkan tingkat kualitas pemenuhan kriteria
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan evaluasi akuntabilitas kinerja
pemerintah, pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo telah
menunjukkan adanya pertanggungjawaban yang jelas melalui pencatatan,
pelaporan, dan mekanusme pengawasan berjenjang. Hal tersebut
menunjukkan bahwa akuntabilitas telah dijalankan pada aspek
administratif dan prosedural.

. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam prinsip good
governance, karena menjamin bahwa kebijakan dan program yang
dijalankan pemerintah desa benar-benar berangkat dari kebutuhan warga.
Dalam pengelolaan dana desa, partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai
kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah, tetapi juga keterlibatan
mereka dala memberikan usulan, menyampaikan aspirasi, serta ikut
mengawasi pelaksanaan program pembangunan desa.

Di Desa Kutoarjo, partisipasi masyarakat terlihat sejak tahap
perencanaan. Pemerintah desa menyelenggarakan musyawarah dusun
(musdus) untuk menampung aspirasi warga ditingkat dusun, yang
kemudian dibahas kembali dalam musyawarah desa (musdes). Dalam

forum tersebut, masyarakat bersama BPD dan aparatur desa
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mendiskusikan kebutuhan pembangunan serta menentukan skala prioritas
program yang akan dibiayai dana desa. Mekanisme ini menunjukkan
bahwa masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dalam
menentukan arah pembangunan desa.

Peran BPD sebagai representasi masyarakat juga memperkuat
partisipasi warga. Ketua BPD Bapak Rizal Triasdi menjelaskan bahwa
BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat dan memfasilitasi
musyawarah desa untuk menyusun rencana kerja pemerintah desa. Hal ini
menunjukkan bahwa jalur partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat
langsung melalui kehadiran warga, tetapi juga melalui lembaga perwakilan
desa.

Selain dalam tahap perencanaan, partisipasi masyarakat juga terlihat
dalam pengawasan pelaksanaan program. Ketua RW Bapak Suroto
menyampaikan bahwa masyarakat dapat mengetahui program-program
dana desa melalui kegiatan pembangunan yang berlangsung di lapangan.
Ibu Wagisah selaku kader PKK juga menyatakan bahwa dirinya pernah
dilibatkan dalam musyawarah desa dan memperoleh informasi langsung
dari aparatur desa. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak
hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut mengikuti proses
jalannya program desa.

Meskipun demikian, hasil wawancara dengan Sekretaris BPD Ibu Tri
Asih menunjukkan bahwa pada praktiknya masih terdapat beberapa

aspirasi masyarakat yang belum dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan
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oleh adanya kebijakan prioritas tertentu dari pemerintah pusat yang
mengharuskan desa mengalokasikan dana untuk program-program khusus.
Kondisi ini berdampak pada belum terpenuhinya seluruh kebutuhan
masyaralat yang diusulkan dalam musyawarah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo telah berjalan
melalui mekanisme musyawarah dan peran lembaga desa. Masyarakat
diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta terlibat dalam
proses perencanaan dan pengawasan. Namun, efektivitas partisipasi masih
perlu ditingkatkan, khususnya dalam memastikan bahwa hasil musyawarah
masyarakat dapat lebih banyak terakomodasi dalam pelaksanaan program
dana desa.

Kebaruan pada penelitian ini terletak pada analisis peran pemerintah
desa dalam pengelolaan dana desa yang ditinjau secara menyeluruh
melalui perspektif good governance, meliputi transparansi, akuntabilitas,
dan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pengelolaan dana desa,
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti
salah satu prinsip tata kelola atau berfokus pada aspek administratif
keuangan, penelitian ini mengkaji praktik tata Kelola secara langsung

berdasarkan kondisi empiris di Desa Kutoarjo.



BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran

Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Perspektif Good

Governance Studi pada Desa Kutoarjo, maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Kutoarjo telah menjalankan perannya dalam pengelolaan
dana desa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Proses perencanaan dilakukan melalui musyawarah dusun dan
musyawarah desa yang melibatkan aparatur desa, BPD, dan perwakilan
masyarakat. Tahap pelaksanaan dijalankan oleh kepala desa sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi, didukung oleh sekretaris desa dalam
administrasi serta bendahara desa dalam pengelolaan keuangan.
Selanjutnya, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan melalui
penyusunan laporan realisasi APBDes dan penggunaan aplikasi Siskeudes
sebagai sistem pencatatan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa
secara administratif dan struktural, pengelolaan dana desa di Desa
Kutoarjo telah berjalan tertib dan sesuai regulasi.

2. Penerapan prinsip good governance yang meliputi transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa

Kutoarjo telah terlaksana cukup baik. Transparansi diwujudkam melalui
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penyampaian informasi anggaran dan realisasi dana desa kepada
masyarakat melalui musyawarah desa serta papan informasi publik.
Akuntabilitas terlihat dari adanya sistem pencatatan dan pelaporan
keuangan yang terstruktur serta mekanisme pertanggungjawaban
berjenjang kepada kecamatan dan inspektorat. Sementara itu, partisipasi
masyarakat tampak melalui keterlibatan warga dalam forum musyawarah
desa untuk menyampaikan aspirasi pembangunan. Meskipun demikian,
masih terdapat beberapa keterbatasan, seperti belum optimalnya
pemahaman masyarakat terhadap informasi anggaran serta belum seluruh
aspirasi warga dapat direalisasikan karena adanya kebijakan prioritas dari
pemerintah pusat. Dengan demikian, pengelolaan dana desa di Desa
Kutoarjo telah mengarah pada praktik pemerintahan yang baik, namun
tetap memerlukan peningkatan berkelanjutan agar manfaat dana desa dapat

dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

B. Saran
1. Pemerintah Desa Kutoarjo diharapkan dapat terus meningkatkan
keterbukaan informasi dan kualitas penyampaian laporan pengelolaan dana
desa kepada masyarakat, baik melalui forum musyawarah maupun media
informasi publik desa, agar pemahaman masyarakat terhadap anggaran dan
realisasi dana desa semakin baik serta mendorong terciptanya transparansi
yang lebih optimal. Sebagai solusi, peneliti menyarankan agar pemerintah
desa menyampaikan informasi pengelolaan dana desa menggunakan media

informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat.
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2. Pemerintah desa bersama BPD perlu memperkuat upaya peningkatan
partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa,
khususnya dalam perencanaan dan pengawasan program, sehingga aspirasi
warga dapat lebih banyak terakomodasi dan pelaksanaan dana desa benar-
benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai solusi, peneliti
menyarankan peningkatan sosialisasi dan pemberian ruang diskusi yang

lebih terbuka bagi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa.
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Bagaimana peran Kcpala Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa
Kutoarjo?

Bagaimana proses perencanaan penggunaan dana desa dilakukan?

Bagaimana pelaksanaan program yang bersumber dari dana desa dilakukan?
Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan
dana desa? .
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. 7
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Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/lbu
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Nama . ANISSA NUR ANFAL
NPM . 2203020004
Semester ¢ 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah
PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN KEUANGAN
Judul : SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DI

DESA KUTOARJO KABUPATEN PESAWARAN

untuk melakukan prasurvey di Desa Kutoarjo, dalam rangka meyelesaikan
Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/lbu Kepala Desa Kutoarjo
untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami
ucapkan terima kasih.
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Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Kutoarjo bahwa
Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa
Kutoarjo, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang
bersangkutan dengan judul “PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE STUDI
PADA DESA KUTOARJO".
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Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama
NPM
Semester
Jurusan

Untuk: 1. Mengadakan observasi/survey di Desa Kutoarjo, guna mengumpulkan data
(bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi
mahasiswa yang bersangkutan dengan judul “PERAN PEMERINTAH DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI

ANISSA NUR ANFAL
2203020004

S1 Perbankan Syari'ah

SURAT TUGAS
Nomor: B-0941/In.28/D.1/TL.01/12/2025

GOVERNANCE STUDI PADA DESA KUTOARJO".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan
selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat

mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.
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Pada Tanggal :24 Desember 2025
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Nomor : 420/1044 /VIL.01.19/X11/2025
Perihal : Pemberian Izin Research /
Lampiran -
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Bapak /Ibu Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Di-
Bandar Lampung
Assalamu’alaikum wr wb .

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kutoarjo Kec.Gedong Tataan Kab.Pesawaran
dengan ini Menindak lanjuti Surat Tugas : B-0941/In.28/D.1/TL.01/12/2025, Tertanggal 24
Desember 2025 atas nama saudara/i :

Nama : ANISSA NUR ANFAL

NPM : 2203020004

Semester : 7 (Tujuh)

Jurusan : S1 Perbankan Syari’ah

Judul Research : PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
DITNJAU DARI PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE STUDI PADA
DESA KUTOARJO

Mahasiswi yang besangkutan diatas memang benar telah menyerahkan surat tugas Izin Research
dan telah kami terima dengan baik ,setelah yang bersangkutan memberikan keterangan maksud dan
tujuan Research nya ,dengan ini kami selaku Pemerintahan Desa Kutoarjo MEMBERIKAN IZIN
untuk melakukan Research sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan.

Demikian Surat Pemberian Izin ini kami sampaikan,untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Kutoarjo,29 Desember 2025
__Mengetahui
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SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-050/Un.36/S/U.1/0T.01/02/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai
Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ANISSA NUR ANFAL
NPM : 2203020004
Fakultas / Jurusan : Ekonbml_ dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalan anggota Perpustakaan Universitas Isiam Negen Jural Siwo Lampung Tahun
Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2203020004,

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi
Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

4tro, 02 Februari 2026
- eirpustakaa
PANA

S.1.Pust.
8201903 1 oos{



A KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
@ INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

'! = 1"!-! JI. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Anissa Nur Anfal
NPM 1 2203020004
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul PERAN PEMERINTAH
DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF GOOD
GOVERNANCE untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan LULUS menggunakan
aplikasi Turnitin dengan Score 21%.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 2 Februari 2026
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
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DOKUMENTASI

Wawancara dengan bapak Suprastiyo sebagai Kepala Desa Kutoarjo
pada 30 Desember 2025

B | B ' <
Wawancara dengan bapak Sujono sebagai Sekretaris Desa Kutoarjo
pada 30 Desember 2025



Wawancara dengan Ibu Lili Suprihatin sebagai Bendahara Desa Kutoarjo
pada 30 Desember 2025

Wawancara dengan Bapak Rizal Triasdi sebagai Ketua BPD Desa Kutoarjo
pada 6 Januari 2026



Wawancara dengan Ibu Tri Asih sebagai Sekretaris BPD Desa Kutoarjo
pada 6 Januari 2026

Wawancara dengan Bapak Suroto sebagai Ketua RW di Desa Kutoarjo
pada 6 Januari 2026



'-ﬁ& > "' (. P/LNL ,uf. @ 4
Wawancara dengan Ibu Wagisah sebagal Kader PKK Desa Kutoarjo
pada 6 Januari 2026

Banner Info Pengelolaan Dana Desa Desa Kutoarjo_"



Dokumentasi APBDes Desa Kutoarjo Tahun 2023

Nomor 2
Tahun 2023
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KUTOARJO
TAHUN ANGGARAN 2023
KODE REK URNIAN szuuumm (Rmueu.um (aaz'rmsw) 2
1 2 3 4 5 L] 7
5 PENDAPATAN
42 Pendapatan Transfer 1.490.860.804,00 1.518.007.656,00 27.146.852,00
421 Dana Desa 1.028.086.000,00 1.023.086.000,00 0.00
422 Bagi Hasil Pajak dan Relribusi 54.884 632.00 £2.031.484,00 27.146.852,00
423 Alokasi Dana Desa 401.800.172.00 401.880.172.00 0.00
424 Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000.00 6.000.000.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN 1.490.860.804,00 1.518.007.656,00 27.146.852,00
2 BELANJA
L BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTANAN DESA 123,036,804.00 763.423.656.00 40.396.852.00
11 l’;:nvdmmn Belanja Siltap, din Oy £19.104 804,00 £19.251.656,00 146.852.00
53
1.1.01 Tetap dan Kepala Desa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00
1101 | 51 Belanja Pegawai 45.000.000.00 45.000.000.00 0.00
1.1.02 1y ilan Tetap dan gkat Desa 255.100.000,00 255.100.000,00 0,00
1.102 | 51 Beldanja Pegawai 255.100.000,00 255.100.000,00 0,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.265.172,00 1.265.172,00 0,00
1.103 | 51 Belanja Pegawai 1.265.172.00 1.265.172,00 0.00
1.1.04 Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD o 55.464.632,00 55.611.454,00 146.852,00
1104 | 52 Belanja Barang dan Jasa 55.464 632.00 55.611.484,00 146.852.00
1.1.08 Penyediaan Tunjangan BPD 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00
1105 | 51 Belanja Pegawai 50.400.000.00 50.400.000,00 0.00
12112/2025 23529 AM Haslaman 1
KODE REK URAIAN — Ancoa (RP]“ENJ‘D’ ‘ggx;m ) SUMBERDANA
1 2 3 4 5 6 7
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, 1.025.000,00 1.025.000,00 0,00
1106 | 52 Belanja Barang dan Jasy 1.025.000,00 1.025.000.00 0.00
1.1.07 Penyediaan InsentiffOperasional RT/RW 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00
1107 | 52 Belanjs Barang dan Jasy 180.000.000,00 180.000.000.00 0.00
1.1.08 o Desa yang dari Dana Desa 30.850.000,00 30.850.000,00 0.00
1.1.08 | 52 Belanja Barang dan Jasa 30.850.000,00 30.850.000.00 0.00
12 Sarana L Desa 57.500.000,00 100.000.000,00 42.500.000.00
1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Peckantoran/Pemerintahan 53.500.000,00 £8.000.000,00 24.500.000,00
1.201 | 62 Belanjs Barang dan Jasa 25.500.000.00 23.500.000.00 3.000.000.00
1201 | s3 Betanja Modal 28.000.000.00 59.500.000.00 31.500.000,00
1.2.02 Pemeiiharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 4.000.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00
1202 | 52. Belanjs Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000.00 0.00
1202 | 53 Belanjs Modal 0.00 8.000.000.00 £.000.000.00
1.3 Sipil, Statistik dan 4.470,000.00 4.470.000,00 000
Kearsipan
1.3.02 dan irant Profil Desa (Dipilit) 2.470.000,00 2.470.000,00 0,00
1302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.470.000,00 2.470.000,00 0.00
1.3.05 Pemetaan dan Analisis Desa secara 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
1305 | 52 Belanja Barang dan Jasy 2.000.000,00 2.000.000,00 0.00
14 P Tata Praja dan 41.962.000,00 39.712.000,00 12.250.000 00)
Pelaporan
1401 yeleng, APBDes (R 4.500.000,00 2.250.000,00 (2.250.000.00)
1401 | 62 Betanja Barang dan Jasa 4.500.000.00 2250.000.00 {2.250.000,00)
1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Ry 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00
1402 | 52 Belanjs Barang dan Jasy 7.100.000.00 7.100.000,00 0.00
1.4.03 Desa (RP. dlf) 4.124.000,00 4.124.000,00 0,00
1403 | 5.2 Betangs Barang dan Jasa 4.124.000.00 4.124.000.00 0,00

D212/2025 93530 AM
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KODE REK URAIAN ANGRARAN (RF) BERTAMBAH!
SEMULA MENJADI ( )

1 2 3 4 5 6 7
1.4.04 Desa | , APBDes Lpy 16.119.000,00 16.119.000.00 0,00
1404 | 52 Belanja Barang dan Jasa 16.119,000,00 16.119.000,00 0.00
1.4.05 Aset Desa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1405 | 52 Belanj Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar, 3.619.000,00 3.619.000,00 0,00
1407 | 52 Bedanja Barang dan Jasa 3.619.000.00 3.619.000,00 0.00
1.4.09 1y i & De 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00
1409 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000.00 0.00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 40537350000 415317.000,00 9.943.500.00
22 Sub Bidang Kesehatan £9.946.000,00 $7.321.000,00 {2.625.000.00)
220 Penyelenggarasn Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa {obat, Insentif, b 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
2201 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.00 1.500.000,00 0.00
2201 | 53 Belanja Modal 6.000.000.00 8.000.000.00 0,00
2202 P (Mkn Tamb Kis Bumil, Lamsia, Insentif) 47.980.000,00 47.980.000,00 0,00
2202 |52 Belanjs Barang dan Jasa 47.980.000.00 47.980.000.00 0,00
2203 dan i Bidang (Untuk Masy, Tenaga dan Kaa 3.625.000,00 1.000.000,00 (2.625.000.00)
2203 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.625.000.00 1.000.000.00 (2.625.000.00)
2.2.04 y Desa Siaga 10.841.000,00 10.841.000,00 0,00
2204 | 52 Belanja Barang dan Jasa 10.841.000.00 10.841.000,00 0.00
23 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penatsan Ruang 285.327.500,00 207.896.000.00 12.568.500.00
23.02 Jalan L 9 155.000.000,00 195.000.000,00 40.000.000,00
2302 | 52 Belanj Barang dan Jasa 155.000.000.00 185 .000.000,00 40.000.000.00
2.3.05 Jalan Desa (G g-g g/ 6.850.000,00 6.850.000,00 0,00
2305 | 52 Betanja Barang dan Jasa 6.850.000.00 6.850.000,00 0.00
2310 Jalan Desa 55.476.500,00 28.045.000,00 (27.431.500,00)
2310 | 52 Belanja Barang dan Jasa 55.476.500.00 28.045.000,00 (27.431.500,00)
2312 Jalan Usaha Tani (Dipi 68.001.000,00 68.001.000,00 0,00

2122025 93531 AM Halaman 3
WODERSX URAIAN ANGGARAN (RP) BERTAMBAH!
SEMULA MENJADI { )

1 2 3 4 5 6 7
2312 | 52 Belanja Barang dan Jasa £8.001.000,00 £8.001.000.00 0.00
26 Sub Bidang dan 50,100,000,00 50.100000,00 200
2.6.02 Penyelenggarsan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dil} 50.100.000,00 50.100.000,00 0,00
2602 | 52 Belanj Barang dan Jasa 50.100.000,00 50.100.000,00 0,00
i BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 87,355,00000 73.037.000.00 {14.318.000,00)
3.1 Sub Bidang Umum dan 21,000,00000 18.000,000,00 13.000.000.00)
3.1.03 & 0 Masy. Skala | 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
3103 | 52 Betanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0.00
3.1.08 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyacakat Miskin 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
2106 | 52 Belanjs Barang dan Jasa 3.000.000,00 0.00 (3.000.000,00)
3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 27.180.000.00 2343000000 {3750,000,00)
3.201 Group ian dan Tingkat Desa 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00
3201 | 52 Belanjs Burang dan Jasa 7.680.000.00 7.680.000,00 0,00
3.203 Festival dan (HUT 19.500.000,00 15.750.000,00 {3.750.000,00)
3203 | 52 Betanja Barang dan Jasa 19.500.000.00 15.750.000,00 (3.750.000,00)
34 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 39.175.000.00 31,607.000.00 {1.568.000.00)
3.4.03 Pembinaan PKK 39.175.000,00 31.607.000,00 (7.568.000,00)
3403 | 52 Belanjs Barang dan Jasa 39.175.000,00 31.607.000.00 (7.588.000,00)
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 157.095,500,00 14322000000 {8875 500.00)
42 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 125,720,000 .00 125.720.000.00 0.00
4201 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolsan/penggil 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
4201 | 52 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 26.000.000.00 0.00
4201 | 53 Belanjs Modal 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00
4.2.02 {alat pr 25.720.000,00 25.720.000,00 0,00
4202 | s2 Betanja Barang dan Jasa 25.720.000,00 25,720.000,00 0.00
4203 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dil) 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

02122025 93632 AM
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KODE REK URAIAN — ANGEATAN ‘R”"ENMD' (:z;‘:]’;m) SUMBERDANA
1 2 3 4 5 6 7
4203 | 52 Betanjs Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000.00 0.00
43 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 21.000,000.00 21.000.000,00 0.00
4.3.02 Kapatitas P gkat Desa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
4302 | s52. Belanjs Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 .00
4.3.03 Peningkatan Kapasitas BPD 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
4303 | 52 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000.00 10.000.000,00 0.00
4.4 Sub Bidang Anak dan 4 6.275.500.00 02,00 16.275 500.00)
4402 dan i Anak 6.275.500,00 0,00 (6.275.500,00)
4402 | 52 Belanjs Barang dan Jusa 6.275.500.00 0.00 (6.275.500,00)
45 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 1.500.000,00 1.500.000,00 0200
4.5.03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
4503 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000.00 0.00
4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 260000000 200 12.600.000.00)
4.6.02 P BUM Desa ( yg dif oleh 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00)
4602 | 52. Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 0.00 (2.600.000,00)
& BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 118.000.000.00 118.000.000.00 0.00
5.2 Sub Bidang Keadasn Darurat 10.000.000,00 10.000.000,00 0.00
5.2.01 Penanganan Keadaan Darurat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
5201 | 54 Belanj Tidak Terduga 10.000.000.00 10.000.000.00 0.00
5.3 Sub Bidang Keadsan Mendesak 108.000,000,00 108.000,000,00 200
5.3.01 Penanganan Keadsan Mendesak 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00
5301 | 54 Belanj Tidak Terduga 108.000.000,00 108.000.000.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1.490.860.804,00 1.518.007.656,00 27.146.852,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00
0212/2025 93523 AM Hataman 5
KODE REK URAAN ANGOARAN IRP) BERTAMBAH! SUMBERDANA
SEMULA MEMJADI | BERKURANG |
I E 3 4 5 6 7
S18A LEBIH | [KURANG) PEMBIAY AN ANGGARAN 0,00 000 0,00

KUTOARID, 02 December 2025

KEPALA DESA

SUPRASTIYO
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Dokumentasi APBDes Desa Kutoarjo Tahun 2024

Namar ]
Tatas 004
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KUTOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024
Jervs APEDws | Parutenan APECes
AR AN
i RN mm m-'mmm_' Im“ml
1 2 3 4 E) [] ?
1 PEMDAPATAN
AL Pardapatan Trarate 1322.246 34 0O AR 955061 00 15T TORIMN 00
ez Oues Deas 1085481 200 00 1230027 20000 144 59400000
432 By Hasd Page dan Foertea 44 755 800 00 47 288001 00 12,832 230,08
21 Aonasi Derw Dosn SN0 200 aNAN LN 00¢
‘o Pardapatan Lan<xn 2200 300 O ML /AN
431 Mirm Katatatue Detaws Taver atan Sebstamtrys 200000000 A B 2 8AM00
“ia Bungs Nack ngo 000 0o
JUMLAK PEMDAPAT AN 1552 248 264 00 1,730,790 677 0% 187,522 M3.00
3 BELANIA
- LA EENCELENUCAA I EMESIARAN DE28 PRSI Adsuiliom pedreBiiby
. ;'.. Belars Sitap. o O P oaENInN 808001720 (LLT72 900,80
e - Tetep don T Hopais Doss 4100000050 45.003.000.00 0,00
AL F X1 Sewris Peganw 000000 500000000 0%
e Totop dan Tunpangan Fermghar Dess 254 950 000,00 239.853.005.00 11£.890.000,00)
IRT -3 E X1 Bawrys Pogaan 254300 000 00 203 880 200 0 (18 090,000,000
e Fartywdiann Avwinan Sk bugl Kepata Drse dav Perengsat Dese B 1289 17208 o0
1 | sy Bewrys Pogaan 1365 172 00 128547200 00
i Dwsa (ATX. Wosar PAPKD den PPRD ¢ 8884500000 A7.928 00008 1.200.000.00
ﬁ (00 037 M A Matarran 1
ANGGATAN
rses . — ] atmnana | MIEROMA
1 i 3 “ L) L] '
1104 | 52 Brini Bacarg dan Jess 50,620 000.00 51,500 000 1350 00000
1108 Penyodean Tuyangas 840 52 400.000,00 50.400.000,00 00
1165 | 61 Banp Pogasa S04 000.00 50 400 00000 oo
1o Penyosioan Oparassnal BP0 frapar, AT, Makin Mnum, Pakies Seragan 1.825.000,00 1.024.000.60 008
106 | 52 Belonjn lararg tar Jann 1225 000 0 1855000 00 0.00
L P yodean inssntd Opwr saansl K1 H0 181 750.000,00 102 750,008,60 00
1107 | 52 Bty Barary tan Jesa 122 750 000 00 183750 020 00 0.00
1008 P Doss yeng dart Dovs Dose T7.620.000.00 T7.820.000,00 00
1100 | 52 Bani Borang das Jasa 17 550 000.00 17550 000.00 om
‘2 Sersny Owss LN @90 051699129 Risane
mumn Penyocksan Serans (Asat Tetag) Purkantorsn® smervriatas 126 305092,00 159,285 991 90 %793 199,00
120 | 62 Seng Barang don Jaso 62 500 .000.00 62500 000.00 oo
1201 | 53 Sewnm Moo 67,495 632 00 95,786 991,00 75 200 296,90
1202 Poetiethar s Goshanp Prasarsns Kentor Dess 2000 080,00 11,250 500,00 3758 600,00
1202 | 62 Balonk Bararg dan Jasa 0.0 2.290 000 .00 3.250 00000
1282 | aa Betnip Modal £.000 000,00 2000 000.00 a0
13 Bipp, Saatreiin dan 00750000 AOIT.30000 am
ram Py Pe an P Prof¥ Desa *) 4.9€0.000,00 £.060.000,00 0,00
1382 | 52 Bk larary tae Jasn 000 000 00 €000 000 00 0.00
1208 dan Anatwie Desa secary Pertaipea’ 2437.500,00 Lovr. 000 00
1200 | 52 Doty Barang Oun Jess 204750000 2067 50000 0,00
14 Tata Praga dan auee0igg FERHAAEN L3200
Puapocan
an Penyalasgparasn Misy APRDws (R 7.400.000,00 7.400.000 00 L
1401 | 52 Boanj Barang dar Jasa 7400 090 00 7400 000,00 o
. Dess Lawrys rambug dess Moo M 200 000,00 11 §30.000,00 0753 000,00
I e A Makaman 2




XOOE AEX URNAN mmmw ”‘-awu ‘:‘."-:‘:m“' , | suweenoana

1 2 1 4 s L) T
ranz | sz Belati Basang dan Jasa 8,100 000.00 12 B50 000,00 &7T0 000,00
AR Dexa (NP MOcxa®XMDesa diy 1951.500.00 £ 043 300 00 4 954000 00

1an | 52 Belatja Barang dan Josa 951 500.00 8 845 600,00 4 954 000 00
1408 gan Dasa (APBDws. APRDes Pervbatan, LPJ 19.291.500.00 20.791.500 00 1.500.000.00
Tand | 52 Selanjs Bararyg den Joss 18291 500.00 20791, 50000 1300 000 00
14.08 0 oniaan Aset Dasa 850.000.00 #05.000, 00 aso
1ans | sz Sakanjs Barang dat Jesa 800 000,00 830.000.00 000
1400 Ponywasnan Lapsran Kepais Dosa, LPPDexa dan Inrmas) Kapads Masyasr 1.659.000,90 1,085 000 00 aw
1an? | a2 Setaju Barwy; don Jane 1860 000 00 258000000 000
140 o . I Do £932.000.00 12200000 (2.700.000,00¢
1aps | 82 Butanjs Barang den Jas 8902 000.00 2292 00000 12700000 00
1410 o 4 Soslalvanl Pal Pivades, Ka 0.085.000 00 770008200 (1. 284948 00y
1410 | 82 Sabanj Bacang don Jess 9084 000,00 1100.042 20 11,304 540,000
- BIDANG PELAIEANAAN PEMBANGUNAM DESS 2542020090 a0 123016030002
2t 3ub Bisany Pendditas 200080020 480000000 a8
ERN ] Peayuiubas dan Melefiban Pasdittan Sap! Masye seat 7.000.000,00 2.008.000.00 a0
2101 | 52 Solja Barang den s 2,000 000.00 2.000 00000 a0
22 Sl Bisang Kesshatas P TRIOR 10569100000 13.323.900 08
2301 - Pox [T S —— 1.800.000.00 16.225.000.00 14.825.000.00
2201 | 82 Batacjy Barang dan Jasn 1 500 000 00 16,9258 005 20 4,605,000 06
un v (L UR M Bant, Lamass, Mnumndt) 76.240.000.00 75,240,600 00 s
22m | sz Baleti Barang dan Jasa T5240.000.00 75240 000,00 000
1w dan Budeng {Untuk Maxy, Tanags dan Kao 1.550.000,00 aoe (1.500.000,0¢¢
220 | sz Sl ja Bavdrg din Josa 1500 000.00 000 11800 000 009
1108 » Dwas Slags 14.176.000.00 112000 a0
2304 | 52 Salanjs Bararg din Jasa 14,528 000,00 14. 126,000,020 00
22 Sub Sitang Pekarjan Urnim dan Pesataan Rusng PEISLPRIOR PN TIRIREO) prE s RICT)
_ QYRS 2276 AN Halanan 3
ANGGARAN (RP)
S URAAN I"’""“”' 4 SUMBERDANA
1 ] 3 . L] . 7

ERE Jalan L " v 8.120.000.00 B4 120.000.00 20,009 000 00

2300 § 52, Bedirgs Barang 2 Jaan 68 120 000,00 2120000 00 159,000 200.004

2300 f 3y Uelargs \ocze 2w 3 000 000 00 80.000.000.00

2. Pemeinaraan Jalan Usada Tan) a0e M1y Berr a0

2300 | 52 Balargs Barang dur Jass o0 25417 500 00 25417 300.00

2208 Pametharasn Prazacsns Jalan Decs (Gorong-porong ae 10 428.000.00 10,826 000,00

Famm | s2 Betargs Barong dan M 200 10226 020.00 1050 000 00

FERT W 0 Jolon Desa ™) S3.44E 800,00 51 44n 20000 000

2310 | 52, Belarda Barng don Joie 53448 500,20 51,448 600 10 ooe

FERH 9 Wy W Jalan Usaka Tanl ) T 184 00000 183 67500000 114.487.000.00

2212 | s2. Betarys SBareng o Jaan T4 184 000,00 183475 000 00 114431 D00.00

24 Sub Hidang Kawasen Pemokoman 200990003 BIALLA X BFALIA- X ]

ERE L) Pemeinaraan TamanTaman Berman Avak MWE Dees 5.000.000 00 12.360.009,00 7.800.000.00

24 p52 Belarga Bavang don Jw 0.000 005,20 12,500 000.00 7 500 000 00

140 o Faxitas samban UnumMWCK usur aoe 4617.000.00 4017 500,00

FYATE F53 Betarys Bavong o Jaas 000 4817 50.00 461750000

8 Sub Bidang e dan info leaeec0.09 ID0090000 20

1e03 Pavgeienpgarsas tsdommasr Pusih Desa (Pacter, Badbo D) 70 300.000.00 70.300.000.50 a0

2602 132 Delargs Barang dan Jons 70 320 005 00 T80 000 00 00s

L EDANG PEMBINAAN KEMASYARANATAN neass0 0 P 29:200.000.09|

n Sub Bidang Urrrarn dser B L Ao 4420020200 el

ERE ) & Many. Shals i 24.200.000.00 M 2000800 an

Avoa g sa. Batargs Darong san Jass 2M4.210.000.50 210 000 00 00

32 Sulb Bidang Kebudayman dan Keagamsas 030026000 1555000008 LImoc00n

RS Pespetenpgecan Fesitesl Kesanias, dan K MUt 1830000000 24 550.000,00 (2.750.000,00¢
_ RIAATEIN GAT M AN [T re—




wOOE REX A m"““""”'“—u-.— |m, MBERDANA
1 0 1 . s 0 T
10) | 12 Batrgs Dy tan Jan 28200000 00 24 %0 000 00 1% 740 000,00,
14 . L PSTTEDES) Wirmes oy
am e tavaan A T1438 500,00 45098500, 00 (27,730 000,98
1401 | a2 Dasrgn Daarg 2o s 73438 331 0 43 G 556 (0 127 1% 000,00y
Y BDANG PENRERDATALS WASTARAXAT prifiid X 3 126232 089 L2 ceedn
‘2 sut an LIS EE0000.60 110 000 008 00 7]
a0 Prontt sl Tonamar Mergen sl T6.900 000,00 T6.000.000,00 oss
4zt | sa [T .000.008 00 748 000 000 00 w0
am Porgusian Katnaven Pasgen Tighs! Dese (Lassbainy Dess w0 40,990 000,06 40.000.000 00 058
azo (a2 Bedwys Baaw) tae Mna - 000000 (0 A0 000 00600 200
43 Tut Bdang Cuna Lamgeon £.000. 00009 w
Qm Presiphato Rapantas Pacarphat Dess €.000 000,00 6.600.000.00 [T
) | a2 Betwris Dy dun Jens 000,000 00 4.000.000.00 s
4 Bub Btang Kopermi, Usaba Moo Kect o uwsw; 130000058 [T e
s Perpaduan Tetrokagt Topat Guss Unisk Mergenbenges Exovoo Fecesss 1.560 000,00 400 11,508 000,00}
4601 22 R is Darwg tae as 200,000 00 200 01,900 00000y
‘. Sut Bching Oubengar Penataman Wosal Anzxon A0 an
am L w Persdoa; 2237 800,08 2337 M0 L
agaz sz Bevrgs Baory dee Jan 335750 .00 ) 557 500 00 200
A ROANZ C LU DINCANA CARUBAT QAN MINCLEAK 2234 L8209 QIR ALY (eeccese
" Baid Barng andaon Dorvras 10900 6c0.9¢ a8t HE220. (802
LI Pemanganan Resdasy Derarst 10000 00, 00 ae (10.500 000 21
4200 | 24 P 4n Tetan Tortuge %) 000 530 00 om0 (10,000 000.00)
L Bt sty antasn Vensesad Leoncon RICRFIREIRTY am
8300 Fusanganan Rasdasy Mecdsss 108,000 000, 06 10,500,000, 00 noe
aN00 | 14 Betrgs T Tortuge 8 D00 000 00 908 00020000 200
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Dokumentasi Buku Kas Umum Desa Kutoarjo
November-Desember 2024

Perlode 01/01/2024 5.4 31/12/2024

b Taapant M-:nu e "T:,'T' (Re) Womssr Sk n-:: (=p) m
1 2 3 . 5 6 7 L 9
EART ] Potongan Pajk SO Puaat 584.955,20 o00 | oossymwrdnig0e 554.955,00 00218 857,00
71100 FAGAN ik PP P 22 7362600 0,00 742600 00204 333 00
408 08/1172024 Tiarg P T0m 16 Uit
riam Potongan Pajk KON Pusat 161621600 2,00 | 00532/KWT/01.2019/2624 26162600 $02.910.549,00
7.4.1.03 Potongan Pagk POn s 22 356.757,00 0,00 36,757,00 0326730600
a7 o8/112004 Semen/Pask Tt S0 16 Pabut
2.0.1.08 Potongan Pk PPN Pusat 1.000 631,00 0,00 | 0053IWT/01 20192024 1,050 431,00 04267.937,00
71403, | Fotongan Fajk i¥h Pasy 22 140 541,00 0,00 140.541.00 04 438 470,00
403 05/11/2024 Bty Balah 77 md
7010 Foongan Fajk PPN Pusat 121688200 0.00 | 09554NWI01 20302024 1.216.492.00 06.153.370,00
70103 Fotongan Pajk PPh P 22 13412200 0,00 412200 200309 492,00
A0 12004 Pask Pasang 3¢ md
[ARY ) PUtngan ik S Pl 22 19.895,00 o0 | osszamwt 1 d010300¢ #0.855,00 S06.47%.081, 00
410 0%/31/2024 Sermen 210 I
71101 | Fotongan Pajk FPN Pusat 148797300 0,00 | 00537/MWT/012010/2024 146757300 507.967.060,00
71103 Potongan Pagk ion P 22 202.905.00 0.00 20250500 S0B.169.965,00
au 0sf11/2024 Poacie 175 HOX
LARY - fotongan Pajk 7Ph Pesad 21 150.290,90 0,00 | 0o3SINWT/01 2059)2024 130,250,00 S0%.020.31550
LI+ 05/14/2024 Tuang 62 Fek
EART Faorgan Pajk P P 21 35650020 0,00 | veseyxwroi 2002004 366,500,00 09576715 20
413 081172024 Keoels Tukang 13 Mok
71102 PoRongan Pajk 9O P 21 £1.250.00 0,00 | 035eSMWT/ 0120192024 £1.250,00 509.457.965,00
a1 oS 11202 sy Largeran Semen 231 2
71402 | Fotongan Pk i¥h Pass 21 37,0000 0,00 | 00546MWT/1 20197024 37.500,00 09 455 45,00
415 os1172024 Usah Langairan Batu Belah 77m3
70102 Poongan Pajok P P 21 100,100,600 0,00 | DOSSTNWT01 2000)302% 160,100,00 09595 565 00
418 0%/112028 Upeh Langsiran Pask 39 m3
7202, | Pomongan Paj PN Pecal 21 42:30000 0,00 | 0054%WT/01.2019/2024 4230000 09.639.465,00
_ 25027028 1258 37 Hsaman 33
Perlode 01/01/2024 5.4 31/12/2024
s Tanggal u'f:m e (Rp) '.(.:::m Nonirats rmn‘t: (Rp) ::.)
1 2 3 e s 6 7 8 9
417 OVIN24 BOT Apuket 100 Batang
74001 Potongan Pajsk PPN Pusat 495.495,00 0,00 | 00549MWT/ULID19/202% 455.495,00 510.133.961,00
71109 Potongan Pajsk PPN Pass 22 67.568,00 0,00 67.568,00 510.201.529,00
a8 05/11/2024 B4t Joruk 100 Batang
71100 Potongan Pajsk PPN Pusat 247.744,00 0,00 | COSSO/KWT/O1.2019/2024 24774800 510.449.277,00
7100 Botongan Pajak PN Pasdl 22 3378400 0.00 3378400 510.483.061,00
a9 08/11/2024 Insent Linmas Bulan Jurk 5/d Desember
70002 | Potongan Pajsk PPN Pass 21 525.000,00 0,00 | DOSSIKWT/O1.2019/2024 52500000 511.008,061,00
0 081112024 OPERASIONAL KANTOR
5.2.10L Bty Aot Tuls Kentor den Benda Pas a,00 5.180.000,00 | DL28/SPP/01.201%2024 (5.180.000,00) 508.528.061,00
5.2.205 Beiars Jasa HONOMAUM Petugas a.00 2.450.000,00 (2.4%0,000,00) 503,378.081,00
52501 Bclan Jaa Langganan Listeit 0,00 700.000,00 (700.000,00) 502.678.061,00
52500 | Betons Jass Lasgoanen Al Bersih 000 700.000,00 (200.000,00) 501.978.001,00
52505 Boangs Jass Langganan Intemet a,00 2.160.000,00 (2.150.000,00) 409.818.061,00
B os/11/2024 KOORDINAST BULANAN PEMERINTAHAN DESA
52106 Belanfs Barang Kansums! (Makan/Minum) 00 1500.000,00 | DL29/5PP/0L. 20192024 (1.500.000,00) 498.318,061,00
@ o8/11/2024 HONORARIUM OPERATOR SISCEUDES BULAN
52200 | Belns dsse Honarmum Pembarty Tuges Umum Desa/Opesstes a,00 3.000.000,00 | DLIOKSPR/N. 20192024 (3.000.000,00) 405.518.061,00
an o8/11/2004 KOORDINASI PEMERINTAHAN DESA
5.2.1.01 Bt At Tuls Kantor dan Henda Pos 0,00 375.000,00 | 0133/5PP/01.2019/2024¢ (375,000,00) 4D4,943.06),00
52106 | Boanp Bwang Kansums! (Makan/Minum) 0,00 2.917.000,00 (2.917.000,00) 492.026.061,00
A o8/11/2024 OBAT-OBATAN GENERIK
s2.410 Belerys Baan Obiet-obstan a.00 150000000 | OLIY/SPP/01. 20192024 (1.500.000,00) 490.526.061,00
s CS1/2024 PMT BALITA BULAN AGUSTUS /D DESEMSR
52106 B Barang Konmumst (Maan/Minum| a0 7.500000,00 | 0134/5PP/01,2019/2024 (7:500,000,00) 482.026.061,00
«s 05/11/2024 PUT LANSIA BLLAN AGUSTLS /0 DESEMBR
52106 | Belngs Byang Konsumsl (Makan/Minum) 0,00 7.500.000,00 | DLIS/SPR/L201%/2024 (7.500.000,00) 475.526,061,00
2 as/11/2024 PHT 13U MAMEL BULAN AGUISTUS §/D DESEMBER
EEETTEETE o< 022026 12 % 57 Malaman 3



Periode 01/01/2024 5.4 31/12/2024

o | Tamos | - ) (R9) o Traneahe (89) tre)
1 2 3 4 s © 7 s 9
52.006. | Belanjs Samng Kormemal (Mskan/Micum) 00 1.350.000,00 | OLI6/S#P/01 201972024 (1.150,000,00) 474.176.061.00
a8 05/11/202¢ INSENTIF KADER POSYANDU BLRAN OKTOSER S0 DESEMSER
52203 | BSelanja Jasa Honorasunyinsents Felayansn Desa 00 9.000.000,00 | OLI7/SPP/0L.20192024 (9.000.002,09) 465.176.061,00
29 o120 FENDATAAN KESEHATAN K93
52203 | Bolinjs L Honorrunyinsensd Felayanan Dosa 00 1.600.000,00 | C138/SPP/01.2019/20M (1.800.000,99) 463.376.061,00
430 08/11/2024 OPERASIONAL DASAWISMA
52,101 Bolanfa Ak Tuls Kartor can Benda Pos 0.0 450.000,00 | OL30/SPP/01.2019/2024 (450.000,00) 462.026.061,60
52005 | Belan)s Savang Cetak den Pengyaedasn 0.0 1,500,000,00 (1.500,000,00) 401.426.081,20
52106 | Belanjs Baang Konaumsl (Makan/Mirum) 00 1.050.000,00 (1.050.000,00) 460.376.061,00
an os/11/2004 LAMEU TENAGA SURYA
53402 Bakinjs Modal Goaung, Sangunas, Taman - Upan Tenaga Keri 0,00 22.400.000,00 | O140/SPR/01 201972024 (22.400.000,09) 437.076.061,00
53.4.00 Betanja Modal Gedung, Bangunas, Taven - Bahan Bak/Matera 0,00 57.600.000,00 (37,600,000,00) 380.976.081,00
Az os/1y/2024 TPT MEAN USAHA TANI DUSL 11 (3000, 30 Sm)
52107, | Belanjs Batan Matertsl 0.0 40.356.000.00 | OL41/5PR/01. 20092024 (40.395.000,00) 33558106100
5.2.1.99. Selanjs Barang Perenghapan Lanmya 0,00 £34.000,00 (634.000,00) 339.347.061,20
52204 Belana Jasa Tanaga 0,00 29,370.000,00 (29,370,000,00) 300.977.061,00
413 05/11/2024 EIBIT ALPLMAT
52705 | Belanjs Sasaan SO TanamanHewsykan 0,00 5.000.000,00 | 0142/599)01 20192024 (5,000.000,09) 304,977 063,00
a 0s/11/2924 BISIT JERLK
82705, | Belsnjs Bantuian SO Teraman/Mewen/Ikan 000 2.500.000.00 | O143/SPP01 20192024 (2.500.000,00) 302.477.061,00
435 05/11/2024 INSENTIF LINMAS
52203, | Belanja Jzsa Honoranuinsente Pelayanso Desa 0.0 10:500.000,00 | Or44/5op/01 201972024 (10.500.009,00) 291.977.061,00
436 14172004 Mokasi Dina Desa Bufan September-Obtater
42301 | Aokas Dana Dess 66.547.061,00 0,00 | oote/Tar0L2019/2024 £6.547.061,00 356.524.122,00
437 /132024 INSEntl #Y ADD Bulan Septem-Okxs:
70002, | Pocongsn pajak P pasal 21 375.000,20 0,00 | COSEOMWT/D1.2910/2024 375.000,00 358.699.122,00
438 171142004 Inseses AT DO Buisn Oktober-Desenmber
70002, | Pocongsn pajak P Pasal 21 1.687.500,00 0,00 | GOS64/WT/D1 2015/2024 1.687.500,00 360.586.522,00
ﬁ 250072026 1256 57 Matames 37
Poriode 01/01/2024 5.d 31/12/2024
Mo [ mamgsa | Usnien (Rp) T yomer i it (Rp) T:)
1 2 3 4 5 6 7 [ 9
439 171172024 SILTAD DAN TUNMAGAN KADES BULAN
s1100 Penghasilan Tetap Kepele Dess o 4545.620,00 | 014%/5PR01.201602024 (4.945.670.00) 355.640.952.00
sLLm Turgngan Kepsta Disa a0 2.500.000,00 (2.500.000,90) 353.140.952,00
440 1/11/2024 SILTAP DAN TUNIANGAN SEKDES BULAN
s1.201 Penghasilan Tetap Persnghat Desa 0,00 4445620,00 | 0146/5PP/01. 201972024 (4.:445.670,00) 348,695 282,00
s120 Turgangan Peranglat Desa 000 £00.000,00 (600.009,09) 358.095.282.00
44 /04 SILTAP DAN TUNMANGAN KASIKKAUR BULAN
s1200 Penghasian Tetap Pernghat Dasa 0,00 22227.100,00 | 0347/5PP/01.2015/2024 (22.227.100,09) 325 68 182,00
51200 | Tugengen Persoghet Dess 00 1.106.000,00 (1100 009,09) 324,768.182.00
a2 1/ SILTAD KADUS BULAN SEPTEMBER-OKTORER
5120t Penghasian Tetap Perangkat Desa a0 12300.000,00 | 0148/SPP01. 20162024 (12.309.000,00) I12.408.182.00
443 /a4 INSENTIF RY ADD BULAN JULI-AGUSTUS
$2508 | Belang insents/Oparasional RT/RW 0,00 7500.000,00 | 0145PP/O1. 20152024 (7.500.000,00) 304.968.182,20
444 1102004 n BP0 BULAN 527 KTOBER
S1.401 Turgangen Keduduan BP0 000 840000000 | 0150/5PPfO1. 201002024 (8.400.000,09) 206,568 182,00
445 111172024 805 KE SAAN BULAN SEF
51200, | Jaminen Keterogakerjaan Kepala Dess 00 2700000 | D1sy/sPR0L 20182024 (27.000,00) 206.541.182,00
51304 Amean Keoragikeraan Perangiat Desa 0,00 183 852,00 (183852 00) 206.357.320,00
440 1/11/2024 INSENTLF KT DO BULAN OKTOBER-DESEMBLR
52508 Belars Insemtt Cperasional RIRW 00 33.750.000,00 | 0152/5Pp701. 20002024 (33,750.000,00) 262.607.920,00
"7 12/11/2024 trsentit DD
42101 | DensDess 144.516.000.00 0,00 | 0017/vep/01.201872024 144 516.000,00 407,123.520,00
448 12/11/2004 Penackan Insantd DO
Kaa & Bendarara 144.000.000,60 144.000.000,00 000 407.123.320,00
448 14204 Dabs flogl Mask Pajsk Jun-Des 24
42200 Bag! Hast Pajk can Rstrbuss Dasrad KabupatenKota L859.109.60 0,00 | o018/TER/O1 201942024 1.650,100,00 406,962.429.00
450 1411/2024 Dana Sag Hask Pajak Jun-Des 23
42200 B Hasl Pk dan Retrtnsy Deeesh Kebuoaten/Kots 11.353.2%0,00 0,00 | 0019/TER/L 200872024 11.333.290,00 420.315.719,00
T oc22026 1256 38 Malaman 38



Parlode 01/01/2024 5.4 31/12/2024

e Tanggal n::u Uralaa n:::)-l (o) Nomor Bukti o ) :.:)
1 2 3 . s 3 7 s ®
st | 1anaoes Mesin Tradoe 2 Uit
72001 | Potongan Pajak PPN Pusat 6936.917,00 000 | oasesmwrior 201902024 63303700 | azr2saeseso
2003 | eorongan Peak P pasal 22 ©45.946,00 .00 P R )
= | 1o MESIN TRAKTOR
£3209. | BolanaModsl Peralatn Kiusus Festanan PetermshanPesiianss 0,00 70.000.000,00 | orsyseejor 2019/2024 (oooccono) | Iskrseeeso
@y | a0 KEGIATAN PARENTING
52303 | setng s Psan 0,00 2,000.000,00 | o1sa/spro1 20192026 (2eoac00c0) | 3s6.sses02,00
s | a0 BANNER APECES
52108 | Seians Bengeratimeu-umouySpendik 0,20 500,000,00 | 0135/5PR/m1 201972004 600.000,00) 355,598 502,00
s | 1ey202 s Kot 15 Kotak
74201 | Pak Restoren, Rumsh Maken 52:500,00 000 | cosramwrion 201902026 5230000 | 3ssesiiozze
o T Snack 15 Kotak
71201, | Pajak Rastoran, Rumah Makan 30.500,00 0,00 | oosramwrior 201902024 000000 | 3ssesiiozo
a7 | a0 Nesasumber Lorgxtjem
72002 | Porongan Pak B pasal 21 17.500,00 0,00 | ovs7emwr/on 2019/2026 17,500,00 355.718.602,%0
458 18/11/2024 Uang Saku Pesarta (25 org)
20002 | sotongen Pejsk PP Pasal 21 £2.500,00 0,00 | omsmwrior 201902026 62.500,00 $85.781.102,0
o T Semen 36 Zak
72001 | Potangan ajak PPN Pusse 211.852,00 0,00 | cosrmmwriny. 201902024 2180200 | 38601239400
20003, | Porongen Pk PPy pasal 22 1162200 0,00 3182200 356.044.616,00
w0 | 1832024 Sowa Molan 2 Hari
70004, | Porogan Pajek P Passl 23 12813,00 0,00 | oxsesmwrior.2019/2024 1281300 | sseosraeeo
s | 1se0ze Pekars 23 Hox
74002 | Porangan Pajsk PP Pasal 21 199.250,20 0,00 | cosezrwrior 20102024 10025000 | 3s6366475,00
w2 | o Tukang 3 Mok
20,002, | Posanvgan Paak pPn Pasal 21 17.250,00 0,00 | oosammwrion 21a/z028 wasoon | 3sesmmsge
a3 | 1syz0m Mandor 1 ok
7002 | Potongan Pejsk P Pesel 21 0.230,00 aoo | ooswamwrior2019/2024 625000 | ss1ss979,00
ISR -coziczs 1258 Hatan %
Periode 01/01/2024 5.d 31/12/2024
wo | Tamgsmt | Upplem (%) N Nemermad Trasaa (80) ()
1 2 3 a s 6 7 ® ]
46s | amiiaoes Serren 67 2
70100 | Pocongan Pajsk PPN Puse AaLerm 0,00 | cosaopontsor2nte/2m0a ansoo | sesarssece
20008 | Potongan Pasek ben pasal 22 5885100 a0 sasio0 | 3s6.680.407,00
s | wspspoe s Y2777 M3
20000 | Potongan Pajsk PPN Pusat 45 500,00 000 | cosaxxwr/on 2019024 Me50000 | 357,026 907,00
70103, | Potongan Pajek PP Pasal 22 472500 0,0 ar2m00 | as20mas7,00
w66 | im0 Sowa Mclon 3 Han
70000 | Poongan Pjsk PP Pessl 23 2100000 ate | cosazaontion 201972024 nomoo | a57.008.187,00
%7 181172024 Pkaria 44 Hok
71102 | Potengan Pajek PPy Pasal 21 209.000.00 000 | cossanoTion 20192004 20000000 | 357.304187,00
s | 1m0 Tukang § Hok
70102 | Potongan Pajsk P Pasal 21 20.7%.00 0.0 | cosoonowtsor 20172004 w00 | awrsn2sere
wo | tan0ee Mandoe 3 Hok
72162 | Potengan Fajsk PP Fasal 21 1875000 0,00 | cososponton 201972000 wrse | asrasiesree
an | w0 Banu Betah 129 w3
70105 | Potongan Pojsk PPN Puse 278716200 aoo | oseoznwtion 20192004 2wraez0 | 3eo.sm.615.00
72000 | Potongan Pajsk PP pasal 22 380.068,00 a00 06800 | 360518.887,00
4n 181172004 Paalr Pasang 55 ol
7000 | Poongen Pajsk pen pasal 22 14493200 a00 | cosospntion 201972024 1aag3200 | 36066381900
an | s Semen 376 23k
72001 | Poongsn Pajsk PPN Pusae 2.421.982.00 0,00 | cosospontion 20192026 zan o8z | 363,085 03,00
70108 | Potongan Pejek PPN Pisel 22 330 270,00 000 wozmm | sess1607,00
o | oz Peksria 291 Hok
70102 | Potengan Pajsk P Pesal 21 138229000 0,00 | conrzanion 201972024 Lm0 | searesmico
a7 1871172024 Tukang 101 Hok
20102 | Potongan Pajsk P Passl 21 580.7%0,00 a.00 | cosrspontion 20192024 smo700 | sessmorice
as | om0 Mander 22 Hot
70102 | Potongan Pajsk P Pasal 21 137.500,00 0,00 | cosramwtior 201972024 treoooo | sessissioe

IR
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Perlode 01/01/2024 s.d 31/12/2024

wo | Temgmn | e Uralan (”p) O Homor Bkl Tranaskst () )
1 2 3 . 5 6 7 8 2
476 18/11/2024 Ugah Langsean Ssman 376 Zak
70002, | Porengan Pepk pen Pasdl 21 $1.100,00 0,00 | 065/KWT701.2016/2004 61.100,00 35.577.671,00
a7 18/11/2004 Ugah Langsan 8381 Belah 125 w3
70002, | Porengan Pas Fen Pasal 21 182.500,00 0,00 | OMIGRWT/0). 20192024 162,500,00 355.740.171,00
4 18/11/2024 Upah Langsran Pasir 63 w3
70002 | Potergan P PP Fasl 21 $5.300,00 0,00 | ossizmwrion 02004 69,300,00 355,500.471,00
s 18112024 Pekora 7 Hok
70002 | Potorgan Pap pen Pasdl 21 33.250,00 0,00 | 0%36MWT/01.2016/2008 13,250,00 3584272000
480 18/1172024 Tukang 3 Mok
70002 | Porergan Pagsk e pasal 21 12.250,00 0,00 | 05837/MWT/0). 201002024 12,250,00 365,850 971,00
481 101112024 Nt Kotk 80 Kekak (1Corgsfitin
ri2n Paa Restoran, Rumah Makan 290.000,00 0,00 | 02S2HWT/0) 20191200 80,000,00 36.139.071,00
£ L2024 Sneck B0 Kotak ( 20ongdion)
70200 | Paii Reswoean, fumah Makan 160.000,00 0,00 | 00853WT/01. 20102004 1£0,000,00 35629997100
<3 w1208 Nasme Tog (Papen Nama Dads) Kades 45 Bh
70001, | Potengan Papk PN Pusat 200.576,00 0,00 | osesepmwrior 20002024 200.676,00 364.500.647,00
7003 | Poeengan Pas pen pasal 22 1136500 0,00 17.365,00 356 520.012,00
< 1112004 Ketua Tim Penyusunan {3bin)
71002, | Poeergan Pamk P Pasd 21 30.000,00 0,00 | osezwrion 2000 30,000,00 354.558.012,00
4 18/11/2024 Sehretris Tim Penyuaun (3tin)
70002, | Pocengan Pam een pasal 21 2625000 0,00 | 09564/KWT/01.2019/2024 26,250,00 354.584.262,00
€0 181172004 Anggeka T Penyusan (5orgidin)
70002 | Poeongan Pk een Pasal 21 112.500,00 0,00 | 0%65MWT/0) 20102024 142,500,00 3656,606.762,00
a7 18112004 Peherjs 26 Hok
71,102 Potergan Pag Pen Fasdl 21 121500,00 0,00 | D6TUMWT/01.2010/2024 123.500,00 356 620.262,00
L 181172014 Tubang B Hok
70002 | Pocengan fapk pen Pasal 21 45.000,00 0,00 | 0s80MWT/01.2010/2004 4£,000,00 356 866.262,00
a5 1i120e Kepals Tulang 1 Hok
_ PN 12580 Madaman 41
Periode 01/01/2024 s.d 31/12/2024
o | e | spwras " (Rp) e Tronsak (35) )
1 2 3 a s s 7 [ 0
20002 | Porongan Pejak PP Pass 21 £250,50 0,00 | 00SBI/KWT/DI2010/2024 5.250,00 355.572.512,00
490 18/11/2004 EANTUAN LANGSUNG TUNA! DD TAHAD IV (OKTOBER /D
SALDL | Belnjs Tidek Yerdege 0,00 2700000000 | C15/SPPAL 20192024 (27.000.000,00) 539.872.512,00
a 18/11/2004 PENIGKATAN KAPASITAS PENGLRLIS BUMDES
52101 | Belanjs At Tuls Karkor dan Berds Pos 0,00 100.000,00 | G157/SPP/01.2015/2624 (100.000,00) 33.772512,00
52105 | Senns Sang Cetak dan Penggandasn 0,00 262.500,00 (262.500,00) 339.510.012,00
52000 | Belans Berang Koosumss (MakanMeum) 0,00 825,000,00 (825.000,00) 338.85.012,00
£2.106. | Selnjs BenderUmbulumbu/Sosnouk 0,00 150.000,00 (150.000,00) 338.535.012,00
52204 Helnja Jasa Hororamm Tenaga ANPTOtesy Konsutan/Narssw 0,00 750.000,00 (750.000,00) 337.785.012,00
52208 | Selns dass Usng Sehu Peotinen/Seeins Smbingan Tekres 0,00 1.250.000,00 (1.2%0.000.00) 536.535.012,00
492 18/12/2024 PEMELIHARAAN RABAT SETON (2152, 30 Mater)
52.007. | Selanjs Sshan Matered 0,00 5.297.000,00 | D1SH/SPP/01. 20152024 (5.297.000,00) 331.238.012,00
5219 BoRnp Barang Panongkapan Lannys 0,00 1.008.000,00 (1.008.000,00) 330.230.012,00
52204, | Beans s Tesaga 0,00 2655.000,00 (2.655.000,00) 317.575.012,00
403 181272024 PEMELIHARAAN RABAT SETON (8613 Moter)
52007, | Selanjs Bshan Materedt 0,00 9.969.500,00 | 0159/SPPrD1 20192024 (9.969.500,00) 317.605.512,00
5219 Soanp Bavang Perongkapan Lannys 0,00 1.358.020,00 {1.358.000,00) 316247.512,00
52204 | Belan Jasa Horcraemm Tenaga ANVPTofesyKonsutan/Narasen 0,00 5.130.000,00 {5.130.000,00) 31L17.512,00
494 18/13/2004 TPT JLAN USAHA TANT DUSUN 11 (485x0,3x0,5 METER)
52107, | Betns Banan Matere 0,00 65.290.000,00 | 0160/5PP/0) 20192004 (55,290 000,00) 245.827.512,00
52.1.99. | Selnj Baang Perienghapan Lannys 0,00 1.323.00,00 {1.323.000,00) 244.504.512,00
52204 Balnga Jasa H Tenaga 0,00 47.868.000,00 (47,868 000,00) 196.636.512,00
485 1841172024 IAMBANISAST
52107, | Bewngs Bahan Maes 0,00 355350000 | D161/SPP01 01012034 (3.553 500,00 193 083.012,00
52.1.99. | Belanjs Bareng Peringhooan Lannye 0,00 £4.000,00 (44.000,00) 193.025.012,00
52204, | Sebnphc Temaga 0,00 1.010.000,00 (1.010.000,00) 192019.012,00
496 18/11/2004 OPERASIONAL PEK
[ S e [r—



Periode 01/01/2024 5.4 31/12/2024

Mo | Tanggar | Kot boaci (%s) (R2) -~ Tranamid (hp) ::‘,
1 2 3 . s ] 7 [ B
s2101 Salanja At Tule Kartor can Bonda Pos 0.0 2861.500,00 | OLSYSPPAOL201W0M (2.851.500,00) 18915751200
$2.0.08. Selanja Barang Cotzh dan Pengoandeon 0.m 1.206.000,00 11.206,000,00) 187 05151200
S2.100 Belarija Batary Kot (MakandMoum) 0w 4.400.000,00 (4400.000,00) 1Bl 51200
S$2.100. Salanja Pabaian Dinag/Seragam /A iout 0.0 2.520.000,00 {2.520.000,00) 18297151200
©7 187122024 PENYUSUNAN APEDes
52101 Balanjs Aot Tule Kartor San Sonda Pos o0 165.000,00 | OLGA/SPP)01.2015/2024 (165.000,00; 150.806.512.00
52008 | Selans Baseng Cosk dan Pengpandesn am 01.900,00 ersm00) | 1sa7sa1z00
52208 Belanjs fesa Honormeum Petuges 0.0 3375.000,00 (3.375.000,00) 177370012400
49 18712024 GORONG-GORONG.
52100, Selanp Baran Matoral 0,00 7255000,00 | OLGS/SPPN0L.201%2024 (7.255.000,00) 170115012400
52199, Bclana Barang Pedengiapan Lannya 0. 506.000.00 (%56.000,00) 17905501200
52208, Bedanjs Jesa Tenaps 0o 3515.000,00 (3.535.000,00) 168 544 012.00
an 28142024 POR Cokst Perangeat Desa 11 Sl
riim Potongan Pajak PR Pus 599.550,00 0,00 | COGEL/KWT01.2019)2024 590.550,.00 167142552 00
ra.L03 Fotongan Pajak P Pasal 22 H1L75700 0.00 s1L7570 167.225.319.00
w0 | awiwes Serage Botk 11 Pex
70001 | Potonzan Pejsk sP Pgat 282200 0,00 | oosavkwT/on 192024 msnm | 16749784100
L0 Potongan Pajak FF Pased 22 3718200 0,00 3718200 167 53 500
501 28711/2004 Pty 3 U
70101 Preongan Pajak PPN Pusat 29729200 0,00 | COSSA/KWT/OL 20102024 2972970 167.832.300.00
73000, Fotongan Pajak I Pasal 22 4054100 0,00 4054100 78728100
s | asiums Penarfian BH cn ADD
Koz di Bendahary 16.200.000,00 16.200.000.00 00m 1678572 34100
503 M08 SERAGAM PO COLAT PERANGKAT DESA
52109, Belanjs Pahalen Do Seragam /Aty bt ow 605000000 | OLGVEPPUL 20192024 16.050,000,00) 161 822 841 00
£ ELUR L] BATIE
s2L08. Belan)e Pabalen D/ Seragam/Al bt 0w 27%.000,00 | OLS7/SPR0L2019I024 (2.790.000,00) 159 D72 841 00
505 28711/2004 PINTY

IEEEEEEE oo [am—

Perlode 01/01)2024 5.4 31/42/2024

il Bl ) o, el Barcs Remar e romashel (%9) )
1 2 3 . 5 6 7 8 9

53204 | Belanjs Model Perslsten Mebelr dan Aksesons Rusngen 0m 3.000,000,00 | D168/59101. 200072024 (3.000.000,00) 156 072.841,60
506 2112024 TAPLAK MEJA RAPAT

53201, | Sclanjs Modal Poralatan Mabaisir dan Aksesons fuangan 0,00 1250.000,00 | 0179/5PP/0L.2015/2024 (1.250.000,00) 154522 641,20
507 112024 PERLENGKAPAN KEBERSIN

$2108 | Gelenjn Periekapen At Rumah Tangga dan Batn Kebershiar 0,00 1220000,00 | 01807559101 2019/2024 (1.220.000,00) 153 502 641,00
508 Qs Nasi Kook €0 Kotak

71201 | Pojsk Restoran, Rumah Nakan 210.000,00 0,00 | 0O7O2%WT/01.2018/2024 210.000,00 153812 841,00
50 02/12/2024 Snack 60 Kotak

73201 Pajak Rastoran, Ruma Makao 120.000,00 0,00 | 0O703MWT/D1.2010/2004 120.000,00 152,932 841,00
510 02122024 Nasi Nonak (Misyirwareh Th. dusun 1,2,3) 60 Kotak

73200 | Pojak Restoran, Rumah Nakan 210.000,00 0,00 | DO7I6NWT/DL2015/2024 210.000,00 154 142.841,00
511 02/12/2024 Sasi Kotk (Musyanarsh Tk, Disa) €0 Kotk

71201 Pajak Rastoran, Ruman Makan 210.000,00 0,00 | OO7IRMWT/LI.2010/2004 210.000,00 154.352 841,00
s12 w2/ 0s Stk (Masymvarah Th Desa) 80 Kitak

71201 | Pojsk Restoran, Rumsh Nakan 120.000,00 0,00 | DOTI9NWT/OL 2015/2024 120.000,00 154.472.891,00
513 122074 SUSIALISAGL 10 PROGRAM POKOK PRK

52308 Belan)a Kursus Pelaanan 0,00 8000.000,00 | D169/SPP/OL.2019/2024 {2.000.000,00) 14547284100
514 @12)200¢ MISRENBANGOES

$2106 | Gelanjs Berang Konsumsi (Mekan/Mieum) 000 5.500.000,00 | 0172/5wf01.2009/2024 (5.300.000,00) 14317284000

$2108 | Belanjs BenderaUmbul-umibulSpendik 0,00 150.000,00 (150.000,00) 143,022 B41.00
518 02/12/2024 PEMELIHARAN PC

52508 | Eclanja Pemeianan Peatan 0,00 650.000,00 | 0173/5P9001,2019/2024 (£50.000,00) 14237284100
516 /122024 FOTOKOPY/ PENGGANDAAN

52006 | Gelanjs Berang Cetzk dan Penggandosn 0,00 1450.000,00 | 017475903, 2019/2024 (1.650.000,00) 140,722.841.00
“7 n202s OPERASIONAL BFD

$2100 | Belanja At Tuls Kartor dan Benda Pos 0,00 945.000,00 | 0175/5P9/01.2019/204 (845.000,00) 139.577.841,00

52105 | Bclanjs Barang Cotak dan Panggancaan 0,00 180.000,00 (160.009,00) 139.697.641,00
518 w2/12/2024 PEMELIMARAAN LAPTOR

[ oo [ o



Perlode 01/01/2024 5.d 31/12/2024

No | Temgse | - (Ro) T i Rl Trosastst (99 o)
1 2 3 4 s 6 7 1] 9
52608 Belanja Pemelinaraan Peraistan 0.0 1.400.000,00 | 0176/599/0).2019/2024 {1.400,000,00) 138,207 841,00
519 Q1212024 PEMELIRARAAN PRINTER
5.2.6.03. Botanje Pemdiherasn Pesalatan 00 1.200.000,00 0177/SPP[01.2019/2024 (1.200.000,00) 137,057 541,00
20 02/12/2024 MUSOESUSU BLT-DO
52108, Eolanja Barang Konsumst (Makan/Minum) 0,00 6.400.000,00 D178/SPP/01. 20192624 {6.600.000,00) 130.497.841 00
5.2.108. Belanjs SenderaUrnial-umbul Spanduk 00w 150.000,00 (150.000,00) 130.347.841,00
JUMLAK 2.961.728.721,00 2.831.380.860,00 130.347 851,00

Terckn carl

a. Tunal
o. Bank
Jumizh

L
o

Rp

Sai00 Xas per Eegoal 31 December 2004 senta Rp 130,347 541,00

Diverifikesi Oleh,
46.734.318,00 SEKRETARIS DESA
#3.613.523,00

130347 841,00
SuoNO

Disatujul oleh,
KEPALA DESA

KUTOARIO, 31 December 2024

LILI SUPRIMATIN
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